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1. KETUA: ASWANTO 
  
Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb., selamat 

sore, salam sejahtera untuk kita semua. 
 Sidang dalam Perkara Nomor 223/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 

Partai Berkarya, Perkara Nomor 167/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai 
Golongan Karya, Perkara Nomor 239/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai 
Garuda, Perkara Nomor 71/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Demokrasi 
Indonesia Perjuangan, Perkara Nomor 105/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 
... Perkara Nomor 105/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Persatuan 
Pembangunan, Perkara Nomor 135/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai 
Perindo, Perkara Nomor 146/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Gerakan 
Indonesia Raya, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.  

 
 
  
Kita mulai dari Perkara Nomor 223/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, 

silakan memperkenalkan diri siapa yang hadir! Ini, oh Berkarya ya, ini 
Berkarya kelihatannya ... he eh ... kelihatannya agak ... agak enggak 
suka datang ke MK ini.  

Baik, selanjutnya Perkara Nomor 167/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 
Golkar, silakan! 

 
2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 167-04-

10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NANA SUMARNA 
 
 Terima kasih, Yang Mulia Majelis. Kami dari Perkara Nomor 

167/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Golongan Karya, dalam hal ini 
akan memperkenalkan diri yang hadir pada saat ini. Saya, Nana 
Sumarna, S.H., M.H. Rekan saya, Hasri Putra, S.H. Rekan saya, Hendri 
Napitupulu, S.H.  

 
3. KETUA: ASWANTO 

 
 Baik, selanjutnya untuk Perkara Nomor 239/PHPU.DPR-

DPRD/XVII/2019 Partai Garuda! 
 
 
 
 

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.56 WIB 
 

KETUK PALU 3X 
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4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239-06-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN 

 
 Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim. 

Assalamualaikum wr. wb., selamat sore buat semuanya.  
 Saya, perkenalkan kami Kuasa Hukum dari Pemohon Partai 

Garuda. Nama saya Saleh Kabakoran. Didampingi 2 rekan saya, Hamra 
Raniliu dan Novanda Kurniawan, Yang Mulia. Terima kasih. 

 
5. KETUA: ASWANTO 

 
 Ini sudah dipastikan ndak salah kamar, ya?  
 

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239-06-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN 

 
 Insya Allah tidak salah kamar.  
 

7. KETUA: ASWANTO 
 
 Tadi pagi salah kamar itu. 
 

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239-06-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN 

 
 Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum. 
 

9. KETUA: ASWANTO 
 
 Baik, terima kasih. Berikutnya Perkara Nomor 71/PHPU.DPR-

DPRD/XVII/2019 Partai Demokrasi Perjuangan!  
 

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71-03-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PASKARIA TOMBI 

 
 Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. dan selamat 

sore. Perkenalkan, kali ini saya sendiri, Yang Mulia, dari tim hukum PDI 
Perjuangan. Nama saya Paskaria Tombi, hadir di sini untuk Perkara 
Nomor 71/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Terima kasih.  

 
11. KETUA: ASWANTO  

 
 Baik, berikutnya Perkara Nomor 105/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 

Partai Persatuan Pembangunan.  
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12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105-10-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDI SETYAWAN 

 
 Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim. 

Assalamualaikum wr. wb.  
 Kami dari Partai Persatuan Pembangunan. Nama saya, Dedi 

Setyawan bersama rekan-rekan saya, Erfandi, S.H., Andi Syamsul Bahri, 
S.H. Demikian, Yang Mulia. 

 
13. KETUA: ASWANTO 

 
 Baik. 
 

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105-10-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDI SETYAWAN 

 
 Terima kasih.  
 

15. KETUA: ASWANTO 
 
 Selanjutnya Perkara Nomor 135/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 

Partai Perindo! 
 

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135-09-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SANDI K. SINGARIMBUN 

 
 Terima kasih, Yang Mulia. Untuk kali ini kami sebagai Pemohon 

dari Perkara 135/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Hadir, saya sendiri Sandi 
Kurniawan Singarimbun, bersama rekan saya Yesaya Tampubolon. 

 
17. KETUA: ASWANTO 

 
 Baik.  
 

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135-09-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SANDI K. SINGARIMBUN 

 
 Ada hal lagi, izin, Yang Mulia (...) 
 

19. KETUA: ASWANTO 
 
 Apa itu? 
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20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135-09-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SANDI K. SINGARIMBUN  
 

 Bahwa kami ingin mencabut permohonan ini, Yang Mulia. Jadi 
amanat dari prinsipal kami (...) 

 
21. KETUA: ASWANTO 

 
 Ya. 
 

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135-09-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SANDI K. SINGARIMBUN 

 
 Bahwa dia ingin mencabut, ini ada 2 ... ada 2 Permohonan dalam 

Perkara 135/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ini, itu mencabut dua-duanya.  
 

23. KETUA: ASWANTO 
 
 Baik. 
 

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135-09-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SANDI K. SINGARIMBUN 

 
 Seperti itu, Yang Mulia.  
 

25. KETUA: ASWANTO 
 
 Ini meringankan kerjaan. 
 

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135-09-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SANDI K. SINGARIMBUN 

 
 Alhamdulillah. 
 

27. KETUA: ASWANTO 
 
 Baik, terima kasih. Dicatat, ya, Perkara Nomor 135/PHPU.DPR-

DPRD/XVII/2019 Partai Perindo ada 2 dapil di dalamnya, ya. Dicabut 
pukul 15.59 WIB eh, 15.59 ya. Ya, oh sudah 16 toh (...) 

 
28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135-09-

10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SANDI K. SINGARIMBUN 
 
 16 ... 16, Yang Mulia. 
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29. KETUA: ASWANTO 
 
 Ya, 16.00, pukul 16.00 WIB dicabut, ya. Terima kasih, kalau 

Bapak masih ada kelas di panel lain (...) 
 

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135-09-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SANDI K. SINGARIMBUN 

 
 Baik. 
 

31. KETUA: ASWANTO 
 
 Boleh tinggalkan (...) 
 

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135-09-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SANDI K. SINGARIMBUN 

 
 Baik. 
 

33. KETUA: ASWANTO 
 
 Persidangan. Ya.  
 

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135-09-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SANDI K. SINGARIMBUN 

 
 Kami ingin meninggalkan ruangan (...) 
 

35. KETUA: ASWANTO 
 
 Ya, tidak diusir tapi kalau Anda, silakan, Pak! 
 

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135-09-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SANDI K. SINGARIMBUN 

 
 Terima kasih, yang Mulia.  
 

37. KETUA: ASWANTO 
 
 Ya, sehingga yang duduk di belakang bisa bergeser ke depan. Ya, 

terima kasih, Pak.  
 Lewat tengah sini aja daripada sempit-sempitan gitu, enggak apa-

apa. Ya, ya. Silakan kalau ada yang mau pindah ke depan lagi, satu 
orang! 
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 Baik, selanjutnya Perkara Nomor 146/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 
Partai Gerakan Indonesia Raya! 

 
38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 146-02-

10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAKA GANI PISSANI 
 
 Terima kasih, Yang Mulia.   
 

39. KETUA: ASWANTO 
 
 Ya.  
  

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 146-02-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAKA GANI PISSANI 

 
 Izin, hadir kami di sini. Saya, Raka Gani Pissani, bersama rekan 

saya Zulham Effendi dari Partai Gerindra. Terima kasih.  
 

41. KETUA: ASWANTO 
 
 Baik, terima kasih. Sekarang giliran KPU, ini dari beberapa kantor 

... kantor hukum. Silakan siapa yang mulai? 
 

42. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 223-07-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 167-04-10/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: ASEP ANDRYANTO 

  
 Baik, Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. 
 

43. KETUA: ASWANTO 
   
 Waalaikumssalam. 
 

44. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 223-07-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 167-04-10/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: ASEP ANDRYANTO 

 
 Kuasa Hukum Termohon hadir bersama kami, Komisioner dari 

KPU Kepulauan Riau, Bapak Widiyono Agung Sulistyo, Bapak Rahman Al 
Amin dari Biro Hukum KPU RI, Rizka Threesea Khumala, dan Wildan 
Sukhoyya untuk Perkara sat ... untuk Perkara Nomor 223/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019 Partai Berkarya dan 167/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 
Partai Golkar. Kami dari Kantor Hukum Ali Nurdin and Partners, saya 
Asep Andryanto dan rekan advokat, Budi Rahman. Terima kasih, Yang 
Mulia. 
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45. KETUA: ASWANTO  
 
 Baik. Dari kantor hukum yang lain, silakan! 
 

46. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 146-02-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IBNU SHINA ZAENUDIN 

 
 Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Mewakili 

Termohon, KPU RI, kami dari Kantor Absar Kartabrata dan rekan. Saya 
bersama rekan saya, Fitri Aprilia Rasyid. Nama saya Ibnu Shina, 
kemudian untuk Permohonan Partai Gerindra. 

 
47. KETUA: ASWANTO  

 
 Baik. Selanjutnya? 
 

48. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 135-09-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 105-10-10/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: TAUFIK HIDAYAT 

 
 Baik. Terima kasih, Yang Mulia. 
 

49. KETUA: ASWANTO  
 
 Ya. 
 

50. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 135-09-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 105-10-10/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: TAUFIK HIDAYAT 

 
 Assalamualaikum wr. wb. 
 

51. KETUA: ASWANTO 
 
 Tadi kayaknya sebelah sana, ya? Oh, berpindah tempat, ini. 
 

52. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 135-09-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 105-10-10/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: TAUFIK HIDAYAT 

 
 Bukan, Yang Mulia. 
 

53. KETUA: ASWANTO 
 
 Silakan (...) 
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54. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 135-09-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 105-10-10/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: TAUFIK HIDAYAT 

 
 Saya kan di sisi sini. 
 

55. KETUA: ASWANTO 
 
 Oke, silakan! 
 

56. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 135-09-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 105-10-10/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: TAUFIK HIDAYAT 

 
 Baik. Yang Mulia, kami ... Majelis Hakim yang kami muliakan, 

rekan-rekan Pemohon, Pihak Terkait yang kami banggakan, kemudian 
Bawaslu yang kami hormati. 

 Perkenalkan, kami dari kantor hukum Nurhadi Sigit Law Office. 
Dalam hal ini, saya sendiri, Taufik Hidayat. Rekan saya, Muhammad Ulin 
Nuha, di belakang.  

 Dalam kesempatan ini sepertinya kami tidak punya lawan, tadi 
sudah dicabut, Perindo, Yang Mulia. 

 
57. KETUA: ASWANTO 

 
 Oh, ya. 
 

58. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 135-09-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 105-10-10/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: TAUFIK HIDAYAT 

 
 Jadi, kami bagaimana statusnya? Padahal kami sudah sangat siap 

jawabannya, gitu. 
 

59. KETUA: ASWANTO 
 
 Kalau kontraknya itu harus ada hasil … ada … harus ada output, 

ya Saudara buat output saja. Nanti kita anggap gugur juga, kan?  
 

60. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 135-09-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 105-10-10/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: TAUFIK HIDAYAT 

 
 Siap. 
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61. KETUA: ASWANTO 
 
 Sudah tidak ada lawannya, begitu, ya. Baik. 
 

62. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 135-09-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 105-10-10/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: TAUFIK HIDAYAT 

 
 Baik. Demikian, Yang Mulia, terima kasih. 
 

63. KETUA: ASWANTO 
 
 Baik. Kalau mau meninggalkan ruangan juga boleh. Ya, siapa tahu 

ada lagi di kelas lain atau mau tinggal juga boleh. Selanjutnya dari 
kantor bantuan hukum lain! Sebentar … sebentar … silakan! 

 
64. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 135-09-

10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 105-10-10/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: TAUFIK HIDAYAT 

 
 Untuk PPP ada, Yang Mulia. Mohon maaf tadi ketinggalan. 
 

65. KETUA: ASWANTO 
 
 Oh, PPP? 
 

66. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 135-09-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 105-10-10/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: TAUFIK HIDAYAT 

 
 Oh, kalau … kalau gitu enggak jadi punya lawan … ada lawan, 

Yang Mulia. 
 

67. KETUA: ASWANTO 
 
 Oh. 
  

68. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 135-09-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 105-10-10/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: TAUFIK HIDAYAT 

 
 Ada 1, ternyata kami dalam hal ini 2 partai yang kami pegang, 

Partai Perindo yang tadi sudah mengundurkan diri (...) 
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69. KETUA: ASWANTO 
 
 Cabut (…) 
 

70. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 135-09-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 105-10-10/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: TAUFIK HIDAYAT 

 
 Tinggal satu, yaitu PPP, Yang Mulia. 
 

71. KETUA: ASWANTO 
 
 Baik. 
 

72. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 135-09-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 105-10-10/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: TAUFIK HIDAYAT 

 
 Jadi, kami tidak jadi keluar. 
 

73. KETUA: ASWANTO 
 
 Ndak jadi keluar, gitu, ya? 
 

74. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 135-09-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 105-10-10/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: TAUFIK HIDAYAT 

 
 Baik. Terima kasih, Yang Mulia. 
 

75. KETUA: ASWANTO 
 
 Ya. Berarti Nomor 105-10-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, ya? 

105-10-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Ndak jadi keluar berarti. Baik, 
untuk Perkara Nomor 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Ini sila … 
eh … silakan siapa duluan? Masih … masih ada dari anu? 

 
76. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 239-06-

10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 71-03-10/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI 

 
 Izin, Yang Mulia. Masih ada satu lawfirm lagi. 
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77. KETUA: ASWANTO  
 
 Silakan. 
 

78. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 239-06-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 71-03-10/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI 

 
 Saya Ahkmad Jazuli, dengan rekan saya Muhammad Hasan 

Muaziz dari Hicon Law Office dan sebagai Kuasa Hukum Termohon 
khusus untuk Perkara Nomor 239-06-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. 

 
79. KETUA: ASWANTO  

 
 239-06-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, ya? 
 

80. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 239-06-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 71-03-10/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI 

 
 Dan Perkara Nomor 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. 
 

81. KETUA: ASWANTO  
 
 Baik. 
  

82. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 239-06-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 71-03-10/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI 

 
 Terima kasih. 
 

83. KETUA: ASWANTO  
 
 Selanjutnya dari Kuasa Pihak Termohon, masih ada? Dari kantor 

bantuan hukum? Sudah selesai, ya? Baik, terima kasih. Selanjutnya Pak 
Afifuddin, ini, yang setia sama kita di sini. 

 
84. BAWASLU: MOCH. AFIFUDDIN 

 
 Ya. Terima kasih, Yang Mulia. 
 

85. KETUA: ASWANTO  
 
 Dari Bawaslu RI. 
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86. BAWASLU: MOCH. AFIFUDDIN 

 
 Kami dari Bawaslu masih istikamah, saya dari sini, di Panel 2. 

Saya Mochammad Afifuddin, anggota Bawaslu RI. Pada kesempatan kali 
ini, untuk Kepri didampingi oleh Bawaslu Kepri. Sebelah kiri saya ada 
Muhammad Sahri, Ketua Bawaslu Kepri. Kemudian sebelah kanan saya, 
Pak Indrawan Prabowoadi, Anggota Bawaslu Kepri. Di bekalang ada Bu 
Rosnawati, Anggota Bawaslu Kepri, dan Mbak Vera, Tim Hukum dari 
Bawaslu RI. Terima kasih, Yang Mulia. 

 
87. KETUA: ASWANTO  

 
 Terima kasih, Pak. Selanjutnya Pihak Terkait dimulai dari yang 

mana? Disampaikan menjadi Pihak Terkait untuk perkara nomor berapa? 
 

88. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 71-03-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: EVI RISNA YANTI 

 
 Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari PKS, saya sendiri Evi Risna 

Yanti, bersama rekan saya Dedy Suryadi. Kami Pihak Terkait untuk 
Perkara Nomor 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Terima kasih, 
Yang Mulia. 

 
89. KETUA: ASWANTO  

 
 Oh, bukan nomor 135-09-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, ya? 
 

90. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 71-03-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: EVI RISNA YANTI 

 
 Nomor 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Yang Mulia. 
 

91. KETUA: ASWANTO  
 
 Ya, maksud saya kalau 135-09-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 

bisa minta izin juga keluar. 
 

92. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 71-03-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: EVI RISNA YANTI 

 
 Oh. 
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93. KETUA: ASWANTO  
 
 Baik. Sudah mengajukan surat Permohonan untuk menjadi Pihak 

Terkait, kan? 
 

94. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 71-03-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: EVI RISNA YANTI 

 
 Sudah, Yang Mulia. 
 

95. KETUA: ASWANTO  
 
 Baik. Selanjutnya? 
 

96. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 146-02-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARDIAN HAMDANI 

 
 Terima kasih, Yang Mulia. Saya Ardian Hamdan dari Perkara 146-

02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 sebagai Kuasa Hukum dari 
perseorangan Hj. Asnah, bersama rekan saya Fauzan Zakir, dan hadir 
juga bersama kita semua pada ma … sore ini Prinsipal kami, Hj. Asna.  

 
97. KETUA: ASWANTO  

 
 Baik. 
 

98. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 146-02-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARDIAN HAMDANI 

 
 Di belakang. Terima kasih, Yang Mulia.  
 

99. KETUA: ASWANTO  
 
 Baik. Ini Nomor 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, ya. 
Baik. Perlu kami informasikan lebih awal bahwa perkara yang akan 

kita sidangkan pada sore ini, yang tadinya kita agendakan 7, ternyata 
ada 2 yang … 1 dicabut, kemudian 1 tidak hadir, begitu, ya. Dinyatakan 
… tapi, untuk dinyatakan gugur nanti kita tetap memberikan 
kesempatan, kita belum menyatakan gugur, kita memberi kesempatan 
sampai dengan berakhirnya permohonan-permohonan dipresentasikan. 
Seandainya mereka hadir sebelum berakhir presentasi dari Pemohon 
yang lain, kita tetap memberi kesempatan. Tetapi, kalau sampai terakhir, 
sampai presentasi yang terakhir ternyata juga belum muncul, maka 
Mahkamah menyatakan gugur. 
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Yang kedua. Perlu diinformasikan bahwa perkara yang akan kita 
periksa itu sudah dilakukan gelar perkara. Panel sudah melakukan gelar 
perkara, sehingga secara substantif apa yang terkandung di dalam 
Permohonan Ibu/Bapak sudah dipahami oleh Panel. Oleh sebab itu, pada 
saat presentasi, kita minta cukup hal-hal pokok saja yang disampaikan  

Dan yang ketiga, ini normanya memang begitu bahwa 
Permohonan yang dibacakan adalah Permohonan yang tidak lewat 
tenggat waktu. Tenggat waktu kita untuk perbaikan adalah tanggal 31 
Mei. Ada beberapa yang masih memasukkan Permohonan setelah 31 
Mei, Permohonan itu tidak akan dipertimbangkan oleh Mahkamah. Jelas, 
Pak, ya? Baik, untuk selanjutnya yang akan memandu dimohon Yang 
Mulia Bapak Prof. Dr. Saldi Isra. Silakan, Prof! 

 
100. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 

 
 Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Assalamualaikum wr. wb., 

selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu. 
 Ada lima dari tujuh list yang disodorkan ke kami karena duanya ... 

apa namanya ... ini ... apa namanya ... no contest, jadi tidak ada 
pertandingan sore hari ini. 

 Pertama, Perkara Nomor 167-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 
Partai Golkar, Provinsi Kepulauan Riau. Ya, Pak, ya? Siapa kuasa 
hukumnya yang hadir? Yang Golkar? Namanya biar saya cek dulu. 

 
101. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 167-04-

10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NANA SUMARNA 
 
 Izin, Yang Mulia. Yang hadir saat ini, saya dengan Nana Sumarna, 

kemudian rekan saya (...)  
 

102. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Nana Sumarna. Namanya? ... Namanya Bapak Nana Sumarna? 
 

103. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 167-04-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NANA SUMARNA 

 
 Baik, Yang Mulia, betul. 
 

104. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Satu lagi?  
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105. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 167-04-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NANA SUMARNA 

 
 Satu lagi, Hasri Putra (...)  
 

106. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Hasri Putra, ya.  
 

107. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 167-04-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NANA SUMARNA 

 
 Satu lagi, Yang Mulia. Hendri Napitupulu.  
 

108. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Hendri Napitupulu. Nah, ini supaya apa ... kelihatan lebih 

profesional, saya lihat di belakang Bapak ikut tanda tangan enggak di 
Permohonan ini? Kuasa Pe ... Pemohonnya cuma satu ya, Beni Arbi 
Batubara, ya? Bapak tidak ikut tanda tangan ya di Permohonan ini?  

 
109. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 167-04-

10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NANA SUMARNA 
 
 Mohon izin, Yang Mulia (...)  
 

110. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Ya. 
 

111. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 167-04-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NANA SUMARNA 

 
 Ketika perbaikan ... waktu itu DPP mengambil kebijakan bahwa 

rekan Beni yang tanda tangan.  
 

112. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Rekan Beni yang tanda tangan, ya? Beni Arbi Batubara ... 

Batiubara ... 1 saya tanda tangan. Saya takutnya kalau Bapak tidak 
tanda tangan, yang lainnya juga tidak terima konsekuensinya, gitu. 
Enggak ... enggak begitu, ya?  
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113. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 167-04-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NANA SUMARNA 

 
 Tidak, Yang Mulia.  
 

114. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Nanti jangan-jangan yang terima honornya yang tanda tangan 

saja kan jadi repot nanti kuasa hukumnya. 
 

115. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 167-04-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NANA SUMARNA 

  
 Itu diselesaikan internal, Yang Mulia.  
 

116. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Diselesai ... diselesaikan secara adat. Nanti kalau ada masalah 

internal kan diselesaikan lagi ke Mahkamah Konstitusi. Oke? Pak Hasri, 
ini Permohonan sudah sampai di tangan kami dan silakan sampaikan 
pokok-pokoknya saja karena kami sudah membaca dan tidak perlu detail 
... kalau saya lihat ini detail sekali, di TPS apa dan segala macam berapa 
suara hilang. Tidak perlu disampaikan seperti itu. Pokok ... poin-poin 
pentingnya saja. Disilakan! Kita punya waktu maksimal masing-masing 
nomor 10 menit.   

 
117. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 167-04-

10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NANA SUMARNA 
 
 Baik. Terima kasih atas keizinan, Yang Mulia Majelis. Kami dari tim 

... tim advokasi Bapilu DPP Partai Golkar, dalam hal ini Perkara Nomor 
167-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 akan menyampaikan pokok-
pokok yang kami anggap penting. Mohon (...)  

 
118. KETUA: ASWANTO 

 
 Itu berapa dapil yang diajukan? 
 

119. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 167-04-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NANA SUMARNA 

 
 2 dapil, Yang Mulia. Satu, Batam Kota (...) 
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120. KETUA: ASWANTO 
 
 Dapil Batam I, ya? Dapil Kota Batam I (...) 
 

121. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 167-04-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NANA SUMARNA 

 
 Baik, Yang Mulia. Yang satu (...)  
 

122. KETUA: ASWANTO 
 
  Kemudian (...) 
 

123. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 167-04-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NANA SUMARNA 

 
 Bintan III. 
 

124. KETUA: ASWANTO 
 
 Sebentar saya cek. Bintan III?  
 

125. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 167-04-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NANA SUMARNA 

 
 Bintan III, Yang Mulia. 
 

126. KETUA: ASWANTO 
 
 Dapil Bintan III, silakan! 
 

127. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 167-04-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NANA SUMARNA 

 
 Baik, Yang Mulia. Mohon izin, langsung ke poin 5, Pokok 

Permohonan. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar, pengisian 
keanggotaan (...) 

 
128. KETUA: ASWANTO 

 
 Itu halaman berapa itu? 
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129. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 167-04-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NANA SUMARNA 

 
 Izin, Yang Mulia. Halaman 5, Yang Mulia. 
 

130. KETUA: ASWANTO 
 
 Oke. Silakan! 
 

131. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 167-04-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NANA SUMARNA 

 
 DPRD Kota Batam, Dapil Kota Batam I. Dalam perolehan suara 

partai politik untuk pengisian anggota DPRD Kota Batam, Dapil Kota 
Batam I. Pemohon (Partai Golkar) menyandingkan dan menjelaskan 
selisih perolehan suara disertai alat bukti hanya pada dapil yang 
dimohonkan dalam tabel sebagai berikut. Yang pada intinya, untuk Dapil 
Kota Batam I untuk Kecamatan Batam Kota, di situ ada selisih 642 suara, 
suara Pemohon yang tidak tercatatkan. 

 Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan 
bahwa suara Pemohon berkurang sebanyak 642 suara untuk Kecamatan 
Batam Kota dan suara tersebut masuk ke dalam dan terca ... tercatat 
oleh partai yang lain. Yang hal itu tercatat dalam poin 1 sampai dengan 
... sampai dengan poin (...)  

 
132. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 

 
 Jadi yang suara Golkar yang hilang 642 itu pindah ke Perindo, 

Hanura, PPP, dan Garuda? 
 

133. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 167-04-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NANA SUMARNA 

 
 Dan PPP.  
 Betul, Yang Mulia. 
 

134. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Oke. 
 

135. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 167-04-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NANA SUMARNA 

 
 Yang sampai halaman … halaman 11, yaitu poin 94.  
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136. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Oke, jadi ini semua TPS, ya, yang disebutkan di sini? 
 

137. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 167-04-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NANA SUMARNA 

 
 Sebutkan. Betul, Yang Mulia.  
 

138. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Silakan, lanjutkan! 
 

139. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 167-04-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NANA SUMARNA 

 
 Kemudian, untuk Kecamatan Lubuk Baja. 
 

140. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Ya. 
 

141. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 167-04-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NANA SUMARNA 

 
 Yaitu ada 353 suara yang hilang, yaitu hal mana partai itu … 

masuk dan tercatatkan kepada Partai Perindo, Hanura, dan Hanura itu 
sebanyak 353 yang tercatat sesuai dengan uraian poin 1 sapai dengan 
poin 48, halaman 14, Yang Mulia.  

 
142. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 

 
 Ya, terus? 
 

143. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 167-04-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NANA SUMARNA 

 
 Kemudian, ada 48 suara yang tidak tercatat oleh Termohon, suara 

Pemohon, yaitu yang kami uraikan pada uraian poin 1 sampai dengan 
poin 4, halaman 15, Yang Mulia.  

 
144. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 

 
 Oke, itu (…) 
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145. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 167-04-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NANA SUMARNA 

 
 Kemudian itu sebab (…) 
 

146. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Itu nama Budi Sudarmawan itu, apa maksudnya di sini? 
 

147. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 167-04-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NANA SUMARNA 

 
 Budi Sudarmawan itu suaranya adalah Budi … nama Budi 

Darmawan.  
 

148. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Oke, jadi suara atas nama Budi Sudarmawan itu yang hilang, ya? 
 

149. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 167-04-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NANA SUMARNA 

 
 Betul, Yang Mulia. 
 

150. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Oke, silakan! 
 

151. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 167-04-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NANA SUMARNA 

 
 Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan kami.  
 

152. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Selesaikan dulu Petitumnya. Biar satu-satu, kan. 
 

153. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 167-04-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NANA SUMARNA 

 
 Baik, Yang Mulia. 
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154. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 167-04-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HASNI PUTRA 

 
 Saya lanjutkan, Yang Mulia.  
 

155. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Silakan! 
 

156. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 167-04-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HASNI PUTRA 

 
 Saya lanjutkan, Yang Mulia.  
 Poin 5 Petitum, halaman 15 (…) 
 

157. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Ini Petitum untuk Batam Kota I, ya? Kota Batam I? 
 

158. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 167-04-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HASNI PUTRA 

 
 Ya. 
 

159. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Silakan! 
 

160. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 167-04-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HASNI PUTRA 

 
 Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, 

Pemohon memohon kepada, Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk 
menjatuhkan keputusan sebagai berikut. 

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

987/PL.018-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil 
Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD 
Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019 untuk pemilihan anggota 
DPRD sepanjang di daerah pemilihan Kota Batam I.   

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon 
untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Batam daerah 
pemilhan Kota Batam I sebagai berikut.  
3.1 Perolehan suara Pemohon untuk Partai Golkar yang 

untuk pengisian keanggotan DPRD Kota Batam I Dapil 
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Kota Batam I. Pemohon menyampaikan perolehan 
suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai 
berikut.  
3.1.1 Daerah pemilihan Kota Batam I, Kecamatan 

Batam Kota terlampir (…) 
 

161. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Dianggap dibacakan. 
 

162. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 167-04-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HASNI PUTRA 

 
 Dianggap dibacakan. 
 

163. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Terus? 
 

164. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 167-04-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HASNI PUTRA 

 
 3.1.2. Daerah pemilihan Kota Batam I, Kecamatan Lubuk Baja, 

dianggap dibacakan. 
 

165. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Ya. 
 

166. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 167-04-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HASNI PUTRA 

 
 3.2. Temuan suara Pemohon tidak tecatat dalam rekapitulasi 

suara Termohon, dianggap dibacakan. 
 

167. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Ya. 
 

168. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 167-04-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HASNI PUTRA 

 
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk 

melaksanakan keputusan ini atau apabila Mahkamah 
Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. 
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169. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Oke, itu selesai, ya? untuk Kota Batam I. 
 Sekarang Kabupaten Bintan Dapil I.  
 Silakan!  
 

170. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 167-04-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDRI NAPUTUPULU 

 
 Saya lanjutkan, Yang Mulia. 
 Untuk … untuk Bintan I, saya langsung ke halaman 17 poin 1 (…) 
 

171. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Ini Bintan I sesama Golkar, ya? 
 

172. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 167-04-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDRI NAPUTUPULU 

 
 Ya, Yang Mulia. 
 

173. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Oke. 
 

174. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 167-04-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDRI NAPUTUPULU 

 
 Internal. 
 

175. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Ini kalau sesama Golkar ini bisa apa saja, bisa apa saja bisa 

diselesaikan secara.  
 Silakan! 
 

176. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 223-07-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 167-04-10/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: BUDI RAHMAN 

 
 Izin, Yang Mulia. Termohon.  
 

177. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Ya. 
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178. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 223-07-

10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 167-04-10/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: BUDI RAHMAN 

 
 Izin sebelum dilanjutkan, Yang Mulia kalau diizinkan. 
 

179. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Silakan! Apa? 
 

180. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 223-07-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 167-04-10/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: BUDI RAHMAN 

 
 Baik, ini mengenai apa … konsistensi dari permohonan Pemohon. 

Golkar 167 jadi untuk diketahui, Yang Mulia. Jadi di Permohonan awal itu 
hanya menyebutkan Dapil Kota Batam saja.  

 
181. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 

 
 He em. 
 

182. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 223-07-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 167-04-10/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: BUDI RAHMAN 

 
 Kemudian diperbaikan berkembang menjadi Kota Batam II, 

Kabupaten Bintan. 
 

183. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Itu perbaikannya sampai tanggal berapa itu dilakukan? 
 

184. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 223-07-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 167-04-10/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: BUDI RAHMAN 

 
 Izin, Yang Mulia saya lagi cek (…) 
 

185. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Sepanjang itu dilakukan menjelang 31 Mei, paling lambat 31 Mei 

bol … diperbolehkan  
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186. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 167-04-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NANA SUMARNA 

 
 Izin, Yang Mulia, tanggal 30 perbaikannya, Yang Mulia. 
 

187. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Ya, tunggu dulu kita jelaskan. Sabar ini kan perlu kesabaran juga, 

nanti semuanya kita menilai kok.  
 Silakan, dilanjutkan! 
 Nanti, kalau ada keberatan dimuat saja dijawaban nanti, silakan! 
 

188. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 167-04-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDRI NAPUTUPULU 

 
 Ya, terima kasih.  
Satu. Bahwa Pemohon Amran, S.I.P., adalah calon anggota DPRD 

Kabupaten Bintan, Daerah Pemilihan Bintan III, Nomor Urut 2 
sebagaimana dimaksud dalam putusan KPUD anggota DPRD kabupaten 
pada pemilihan tahun 2019 Kabupaten Bintan, daerah pemilihan Bintan 
III. 

Bahwa calon DPRD Kabupaten Bintan daerah pemilihan Bintan III 
atas nama Amran, S.I.P telah mendapatkan rekomendasi, saya anggap 
dibacakan, Yang Mulia. 

 
189. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 

 
 Ya, terus? 
 

190. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 167-04-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDRI NAPUTUPULU 

 
 Langsung tabel 1 sudah apa … dianggap dibacakan, Yang Mulia. 
 

191. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Ini persandingan perolehan suara calon anggota DPRD menurut 

Termohon, ya? 
 

192. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 167-04-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDRI NAPUTUPULU 

 
 Ya, Yang Mulia. 
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193. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Oke. 
 

194. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 167-04-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDRI NAPUTUPULU 

 
Satu. Bahwa awalnya perolehan suara Pemohon dengan suara 

Pihak Terkait di TPS 12 Kelurahan Sungai Lekop, Kecamatan Bintan 
Timur. Perolehan suara Pemohon sebanyak 34 suara, sedangkan suara 
Pihak Terkait perolehan suaranya sebanyak 6 suara. Formulir C-1 Plano 
DPRD kabupaten/kota. 

Bahwa perolehan suara tersebut juga sama dengan Formulir C-1, 
baik itu Formulir C-1 dari Partai Nasdem, Partai Hanura, Partai Gerindra, 
dan Formulir C-1 di website KPU Kabupaten Bintan. Tabelnya dianggap 
dibacakan, Yang Mulia.  

 
195. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 

 
 Ya. 
 

196. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 167-04-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDRI NAPUTUPULU 

 
 Bahwa kemudian pada tingkat PPK terjadi penambahan 

perselisihan suasa … suara Pihak Terkait di TPS 12 Kelurahan Sungai 
Lekop, Kecamatan Bintan Timur sebanyak 10 suara dikarenakan 
terjadinya perpindahan suara permo … Pemohon kepada Pihak Terkait 
sehingga suara Pemohon tersisa 24 suara, sedangkan suara Pihak 
Terkait menjadi 16 suara hasil … hal mana sesuai dengan Formulir C-1 
saksi Golkar. Tabel dianggap dibacakan. 

 
197. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 

 
 Ya. 
 

198. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 167-04-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDRI NAPUTUPULU 

 
 Bahwa penambahan perolehan suara Pihak Terkait di TPS 12 

Kelurahan Sungai Lekop, Kecamatan Bintan Timur sebanyak 10 suara 
akibat perpindahan suara Pemohon kepada Pihak Terkait sehingga suara 
Pemohon tersisa 24 suara, sedangkan suara Pihak Terkait menjadi 16 
suara, sebagaimana Formulir C-1 saksi Partai Golkar yang ternyata 
sesuai dengan Formulir C-1 hologram dari Ketua PPK Bintan Timur. Akan 
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tetapi, C-1 hologram dari Ketua PPK Bintan Timur tersebut terdapat 
coretan dan tidak diparaf oleh Ketua KP … KPPS TPS 12 Kelurahan 
Sungai Lekop, Kecamatan Bintan Timur.  

 Bahwa dikarenakan adanya perbedaan suara tersebut, maka 
diadakanlah pemilihan suara ulang dan ternyata menjadi lagi … terjadi 
lagi perubahan yang cukup sigin … signifikan, yaitu suara Pemohon yang 
tadi nya tiga u … 34 suara, Formulir C-1 pleno berkurang 10 suara 
menjadi 24 suara, Formulir C-1 para saksi Golkar berkurang lagi menjadi 
16 suara sehingga di tahapan itu terdapat 18 suara Pemohon yang 
hilang atau rusak. Sedangkan Pihak Terkait yang tadinya mendapat 6 
suara, lalu kemudian bertambah 10 suara menjadi 16 suara Formulir C-1 
saksi partai Golkar. Akan tetapi, pada saat perhitungan suara ulang 
dilakukan, Pihak Terkait mendapatkan perolehan suara sebanyak 7 
suara, Formulir DAA-1. Sehingga suara Pihak Terkait dari 3 tahapan itu 
sisa bertambah 1 suara menjadi 7 suara, sedangkan total suara 
Pemohon yang berkurang sebanyak 18 suara sehingga suara Pemohon 
yang tadinya 34 suara, tersisa 16 suara sebagaimana dimuat dalam 
Formulir Model DAA-1 DPRD kabupaten/kota. Tabel dianggap dibacakan. 

 
199. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 

 
 Ya, dianggap dibacakan, terus? 
 

200. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 167-04-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDRI NAPUTUPULU 

 
 Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, mana Pihak Terkait yang 

awalnya mendapat perolehan (…) 
 

201. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA  
 
 Sebentar, ini nomor 6 dilewatkan saja karena itu mirip dengan di 

atasnya (…) 
 

202. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 167-04-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDRI NAPUTUPULU 

 
 Ya, 6. 7 (…) 
 

203. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 7? 
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204. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 167-04-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDRI NAPUTUPULU 

 
 Bahwa atas kejadian hilangnya C-1 pleno pada saat diadakan 

perhitungan ulang di tingkat PPK tersebut, Pemohon telah melaporkan 
kejadian itu di Bawaslu Kabupaten Bintan sebagaimana bukti Penerimaan 
Laporan Nomor 02/LP/PL/Kab/10.04/IV/2019, tertanggal 29 April 2019. 
(…) 

 
205. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 

 
 29 April itu berarti 12 hari setelah pemungutan suara, ya? 
 

206. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 167-04-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDRI NAPUTUPULU 

 
 Ya, Yang Mulia. 
 

207. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Silakan lanjutkan! 
 

208. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 167-04-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDRI NAPUTUPULU 

 
 Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perolehan suara yang 

benar pada TPS 12 Kelurahan Sungai Lekop, Kecamatan Bintan Timur, 
yaitu Nomor Urut 2 Amran, S.I.P., perolehan suara 34. Nomor Urut 3 
Aisyah perolehan suara 6.  

Bahwa dengan demikian perolehan suara yang benar untuk 
pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Bintan daerah pemilihan 
Bintan III adalah sebagai berikut. Nomor Urut 2 Amran S.I.P., perolehan 
suara 1.061. Nomor Urut 3 Aisyah=1.042.  

Bahwa berdasarkan perolehan suara Pemohon di atas, terbukti 
poin unggul sebanyak 19 suara terhadap Pihak Terkait dengan 
perhitungan suara keseluruhan Pemohon memiliki perolehan suara 
sebanyak 1.061 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait 
sebanyak 1.042 suara.  

 
209. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 

 
 Ya, lanjutkan ke petitum yang sebelas enggak usah. 
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210. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 167-04-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDRI NAPUTUPULU 

 
 Petitum. 
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya  
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 987/PL/01.8-

KPT/6/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan 
Umum Anggota Dewan Pemilihan Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 
2019 diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 
21 Mei 2019 pukul 13.00 WIB sepanjang perolehan suara 
untuk pemilihan untuk DPRD Kabupaten Daerah Bintan III.  
Menetapkan hasil … 

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk 
Pemohon calon anggota DPRD untuk pengisian keanggotaan 
DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Bintan III Partai Golkar 
pada TPS 12 Kelurahan Sungai Lekop, Kecamatan Bintan 
Timur, yaitu Nomor 2 Nama Caleg Amran S.I.P., perolehan 
suara 24. Nomor Urut 3 Aisyah perolehan suara 6. 

4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk 
Pemohon calon keanggotaan DPRD untuk pengisian 
keanggotaan DPRD Kabupaten Bintan pada Daerah 
Pemilihan Bintan 3 Partai Golkar, sebagai berikut. Perolehan 
suara Pemohon calon anggota DPRD untuk pengisian 
anggota DPRD kabupaten/kota Kabupaten Bintan Dapil III 
Partai Golkar Nomor Urut 2, nama caleg Golkar Amran S.I.P., 
perolehan suara 1.061. Nomor Urut 3 Aisyah perolehan suara 
1.042. 

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk 
melaksanakan putusan ini atau apa bila Mahkamah Konstitusi 
berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.  

Terima kasih, Yang Mulia. 
 

211. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Terima kasih, cukup, ya? Klir? Ada lagi? Cukup? Kalau begini ini 

Golkar selesai. Kita lanjutkan ke Permohonan berikutnya. Berikutnya 
Nomor Perkara 239/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 atas nama Partai 
Garuda. Silakan! 

 
212. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239-06-

10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN 
 
 Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim, selamat 

malam (...)  
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213. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 

 
 Sebelum … sebelum itu, saya akan cek dulu Kuasa Hukum nya … 

bentar, kita cek Permohonan. Yang … siapa yang akan menyampaikan? 
 

214. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239-06-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN 

 
 Saleh, Yang Mulia. Saleh Kabakoran, Yang Mulia. 
 

215. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Saleh Kabakoran. 
 

216. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239-06-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN 

 
 Betul, Yang Mulia. 
 

217. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Oke … apa namanya … bukti Kartu Tanda Anggotanya sudah 

diserahkan, ya? 
 

218. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239-06-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN 

 
 Sudah, Yang Mulia. 
 

219. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Sudah, KTA, sudah. Tapi, gimana saya melihatnya? Benar ndak, 

Pak Saleh ini … yang ini? Bisa … ada identitas lain ndak? 
 

220. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239-06-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN 

 
 Saya mohon (...)  
 

221. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Ya. 
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222. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239-06-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN 

 
 Ada, Yang Mulia. 
 

223. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Nah, tolong diambil sebentar. 
 

224. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239-06-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN 

 
 Boleh, Yang Mulia. 
 

225. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Petugas.  
 

226. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239-06-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN 

 
 Izin, Yang Mulia. Kebetulan KTP saya di ruang register, nanti bisa 

di ini … karena tadi kita masuk (...)  
 

227. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Enggak ada yang lain yang bisa menunjukkan identitas diri? 
 

228. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239-06-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN 

 
 Adanya … oh, ada, ada, ada. 
 

229. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Ya. 
 

230. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239-06-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN 

 
 Terima kasih, Yang Mulia. 
 

231. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Saya mau lihat saja. Nah, inikan ada namanya. 
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232. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239-06-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN 

 
 Insya Allah, tidak salah, Yang Mulia. 
 

233. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Ini keliatannya agak lebih tebal ini kumisnya sekarang dibanding 

(...)  
 

234. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239-06-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN 

 
 Ampun, Yang Mulia. 
 

235. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Pokoknya ini setelah sudah agak sore, agak santai kita. 
 

236. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239-06-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN 

 
 Ya, saya juga senang ketemu Pak Saldi Isra. Karena saya sering 

nonton di ILC waktu dulu. 
 

237. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Wah, itu sudah lama itu, zaman lalu itu.  
 

238. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239-06-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN 

 
 Oke, Yang Mulia, izin (...)  
 

239. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Silakan (...)  
 

240. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239-06-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN 

 
 Oke. 
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241. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Pokok-pokoknya saja yang disampaikan, ya! 
 

242. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239-06-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN 

 
 Terima kasih, Yang Mulia. Saya langsung pokok-pokoknya saja. 

Kami … Permohonan kami ditujukan terkait dengan hasil pemilu di 
daerah(...)  

 
243. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 

 
 Dapil II, ya? 
 

244. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239-06-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN 

  
 Ya (...)  
 

245. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Dapil II, Tanjung Pinang. 
 

246. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239-06-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN 

 
 Tanjung Pinang di Kepulauan Riau, Dapil II. 
 Nah, di Dapil II ini, Yang Mulia, sebelumnya Pemohon … 

Termohon KPUD Kota Tanjung Pinang menetapkan suara DPT itu sekitar 
58.866, kemudian suara yang disahkan itu ada 45.798 suara yang sah 
yang ditetapkan. Sementara, suara yang tidak sah itu ada sekitar 2.404 
suara. Nah, jika digabungkan suara sah dan suara tidak sah yang 
ditetapkan untuk memotong DPT tadi, maka itu masih ada selisih suara 
sekitar10.000, Yang Mulia, 10.000 sekian, sekitar 10.660. 

 
247. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 

 
 Oh, ini dimulai dari DPT, ya? 
  

248. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239-06-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN 

 
 Dimulai dari DPT, Yang Mulia. 
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249. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Ya. 
 

250. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239-06-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN 

 
 Jadi, ada kejanggalan di sana, Yang Mulia. Bagi kami, sampai 

sekarang itu Pemohon tidak menemukan jawaban yang logis yang 
disampaikan dalam forum hasil rekapitulasi suara di tingkat kabupaten di 
Kabupaten Tanjung Pinang, Yang Mulia. 

 Kemudian yang kedua, Yang Mulia. Pemohon dalam menetapkan 
per … hasil perolehan suara milik … Termohon menetapkan hasil 
perolehan suara milik Pemohon, itu tidak berubah, Yang Mulia. Memang 
sesuai dengan data C-1, tapi yang membuat berubah dan aneh adalah 
suara Partai Golkar, Yang Mulia. Sehingga ini mempengaruhi perolehan 
kursi kedua milik Partai Golkar di kota … Kabupaten Tanjung Pinang, 
Yang Mulia … di Kota Tanjung Pinang, Yang Mulia. Jadi, Golkar 
sebenarnya sudah dapat 1 kursi, terus tiba-tiba dapat kursi kedua dia, 
gitu. Padahal seharusnya kursi kedua itu atau kursi terakhir dari kursi … 
jumlah kursi 12 di Tanjung Pinang itu, harusnya milik Pemohon atau 
Partai Garuda kemudian kalau dibagi 3 sesuai dengan jumlah suara sah 
yang ditetapkan oleh Termohon KPUD Kota Tanjung Pinang, 
yaitu=45.798, gitu. Nah (...)  

 
251. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 

 
 Ya. 
 

252. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239-06-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN 

  
 Di sini dalam data C-1, Yang Mulia. Itu dijelaskan suara kami 

ditetapkan=2.084 suara, sesuai data C-1 yang kami miliki. Sementara, 
suara Partai Golkar, menurut data C-1 yang kami miliki, suara Partai 
Golkar ini, itu=500 … 5.797 suara (...)  

 
253. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 

 
 Ya. 
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254. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239-06-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN 

 
 Jadi, ketika dibagi 3, Golkar memang sudah mendapatkan 1 kursi. 

Nah, kemudian oleh Termohon itu ditetap … Termohon KPUD Kota 
Tanjung Pinang itu diteterapkan … ditetapkan justru ada penambahan 
suara di sana milik Partai Golkar. Sehingga, menjadi 5.945 suara. Jadi, 
Golkar akhirnya dapat kedua juga, gitu, jika dikalikan sesuai dengan 
pengisian (...)   

 
255. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 

 
 Berapa tambahannya itu? 
 

256. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239-06-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN 

 
 Tambahannya itu sekitar 148 suara, Yang Mulia, dari total (...)  
 

257. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Kalau sudah 148, enggak boleh lagi disebut sekitar. Kalau sekitar 

itu, sekitar 200, sekitar … 148-an (...)  
 

258. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239-06-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN 

 
 148 suara, ya, benar, Yang Mulia. 
 

259. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
  Ya. 
 

260. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239-06-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN 

 
 Nah, kemudian Termohon KPUD Kota Tanjung Pinang, tadikan 

data C-1, kami punya suara 2.000 sekian. Nah, Termohon KPUD Kota 
Tanjung Pinang malah menetapkan hasil perolehan suara milik Pemohon, 
Partai Garuda itu 1.904 suara. Jadi, tidak sesuai data DAA-1 yang dipakai 
Termohon KPUD Kota Tanjung Pinang dalam menetapkan hasil 
perolehan suara di Dapil II Kota Tanjung Pinang, suara milik Pemohon 
itu ada perbedaan. Jadi yang tadi suara kami=2.000 sekian, 2.084 suara, 
suara yang ditetapkan oleh Termohon KPUD justru 1.940 suara, 
sehingga mempengaruhi sangat … sangat mempengaruhi pengisian 
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keanggotaan DPRD, khusus untuk pembagian kedua … apa namanya … 
pengisian keanggotaan DPRD di Kota Tanjung Pinang, Yang Mulia. 

 Nah, ini yang sebenarnya menjadi poin penting Permohonan kami 
ini, Yang Mulia (...)   

 
261. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 

 
 Ya. 
 

262. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239-06-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN 

 
 Insya Allah kami akan buktikan sesuai dengan data-data yang 

kami miliki karena bagi saya … bagi kami ini cukup aneh juga ini di Kota 
Tanjung Pinang ini. Suaranya C-1 dan DA-1 berbeda. 

Nah, itu saja, Yang Mulia, yang ingin kami mau sampaikan. Inti 
dari pokok Permohonan kami itu karena ada perbedaan perselisihan hasil 
suara antara data C-1 dan data DA-1 yang ditetapkan oleh Termohon 
KPUD Kota Tanjung Pinang, khususnya di Dapil II, Yang Mulia.  

 
263. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 

 
 Sudah cukup? 
 

264. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239-06-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN 

 
 Saya kira cukup, Yang Mulia. Untuk (...) 
 

265. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Petitumnya perlu dibacakan itu.  
 

266. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239-06-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN 

 
 Petitumnya (...) 
 

267. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 ya, kalau enggak ada permintaan apa yang mau dikabulkan 

nantinya, kan? 
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268. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239-06-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN 

 
 Ya, Yang Mulia.  
 

269. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Ya, silakan! 
 

270. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239-06-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN 

 
 Sebelum saya baca petitumnya, bagi kami ini cukup ini, sehingga 

bagi kami, Termohon KPUD jelas melanggar Pasal 2, Pasal 3 huruf a 
sampai dengan huruf k, serta Pasal 4 huruf d, huruf e sampai dengan 
huruf e ... Pasal ... Pasal 4 huruf a sampai huruf e Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ini prinsip-prinsip dalam 
... norma-norma dalam undang-undang tentang pemilu, ya (...) 

 
271. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 

 
 Ya. 
 

272. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239-06-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN 

 
 Jadi, perlu ini. Untuk petitum, Yang Mulia, kami singkat saja untuk 

poin 1, poin 2 dianggap normatif dan (...) 
 

273. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Tolong yang di poin 2-nya dibacakan! 
 

274. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239-06-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN 

 
 Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan 
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2019. 

 
275. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 

 
 Terus! 
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276. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239-06-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN 

 
 Poin ketiga, Yang Mulia. Menetapkan perolehan suara yang benar 

untuk Pemohon, untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota 
Tanjung Pinang sebagai berikut. 

3.01. Menetapkan perolehan suara Pemohon Partai Gerakan 
Perubahan Indonesia untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Tanjung 
Pinang 2 atas nama Ratna Fauzi Sembiring Nomor Urut 2.  

3.02. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk 
melaksanakan putusan ini. 

3.03. Memerintahkan kepada KPUD Kota Tanjung Pinang untuk 
melakukan pertemuan ulang atau PSU. 

Empat. Menetapkan pemungutan suara ulang atau PSU di semua 
TPS Dapil II, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Yang Mulia. 
Atau apabila Mahkamah Konstitusi RI berpendapat lain, mohon putusan 
yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono, terima kasih, Yang Mulia, Majelis 
Hakim.   

 
277. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 

 
 Terima kasih sudah menyampaikan apa yang didalilkan dan apa 

yang diminta. Nah nanti kita serahkan ini kepada ... apa ... pihak sebelah 
kiri ini bekerja untuk membantahnya begitu.  

 
278. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239-06-

10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN 
 
 Ya, Yang Mulia. Mudah-mudahan bisa dibuktikan ke depan.  
 

279. KETUA: ASWANTO 
 
 Mudah-mudahan tidak bisa dibantah aja. 
 

280. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239-06-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN 

 
 Ya, yang paling penting semoga putusan dismissal-nya bisa kita 

lanjutkan, sehingga pembuktian materilnya bisa kami (...) 
 

281. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Ja ... jangan terlalu banyak komentarnya (...) 
 



 

39 

282. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239-06-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN 

 
 Siap, siap, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. (...) 
 

283. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Prinsipalnya terlalu banyak mengeluarkan uang nanti itu. 

Berikutnya PPP, ya? 
 

284. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105-10-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDI SETYAWAN 

 
 Terima kasih, Yang Mulia.  
 

285. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Sebentar, ini Kuasa Hukumnya yang bicara nanti Bapak apa ini? 
 

286. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105-10-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDI SETYAWAN 

 
 Dedi Setyawan, Yang Mulia.  
 

287. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Bapak Dedi Setyawan, nomor terakhir ya, di sini ya. 
 

288. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105-10-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDI SETYAWAN 

 
 Ya, ya, Yang Mulia.  
 

289. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Saya cek ke belakang, ini Pak Dedi Setyawan ada tanda tangan. 

Soalnya ini penting, Pak, untuk klaim nanti ke apa (...) 
 

290. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105-10-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDI SETYAWAN 

 
 Siap, Yang Mulia.   
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291. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Ke pemberi kuasa. Sudah menyerahkan … apa? 
 

292. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105-10-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDI SETYAWAN 

 
 Sudah, Yang Mulia.  
 

293. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Sekarang ada identitas ndak yang bisa saya lihat? 
 

294. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105-10-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDI SETYAWAN 

 
 Siap ada, Yang Mulia.  
 

295. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Harusnya PDIP, mohon maaf nih karena sudah terlanjur, ya Bu, 

ya. Karena masih sama-sama dalam koalisi yang sama, saling mengerti 
sajalah. Ya, Pak Dedi, ya, tapi ini … apanya … bedanya ndak pakai peci 
di sini. Melompat ini, Yang Mulia. Silakan Pak Dedi sampaikan pokok-
pokoknya saja! Berapa dapil di sini Pak Dedi? 

 
296. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105-10-

10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDI SETYAWAN 
 
 1 dapil, Yang Mulia. Dapil VI, Kota Batam. 
 

297. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Dapil VI, Kota Batam. Silakan apa yang mau dipersoalkan ini? 

Pokok Permohonannya saja! 
 

298. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105-10-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDI SETYAWAN 

 
 Terima kasih. Pada prinsipnya, berdasarkan hasil perhitungan 

suara, PPP tidak ada keberatan atas semua yang telah ditetapkan. 
Namun, ada kejadian khusus yang terjadi di TPS 1 dikarenakan jum ... 
ada kertas suara yang tertukar dari Dapil IV masuk ke Dapil VI sebanyak 
160 kertas suara.  
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299. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Ya, silakan! 
 

300. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105-10-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDI SETYAWAN 

 
 Jadi, sementara dari jumlah pemilih yang ada, semuanya ada 272 

pemilih di TPS 01. Selanjutnya, ketika dalam perjalanan di hari H 
pemilihan umum itu, setelah mengetahui ada ... ada kesalahan daripada 
kertas suara yang ada di TPS tersebut, diminta untuk ditukarkan dan ada 
keberatan dari ... dari Partai Persatuan Pembangunan. 

 Setelah ... namun sampai di jam terakhirnya, tidak pernah ada 
penggantian kertas suara yang tertukar dari Dapil IV ke ... ke Dap ... 
yang masuk di Dapil VI itu hanya Dapil IV saja (...) 

 
301. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 

 
 Ya.  
 

302. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105-10-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDI SETYAWAN 

 
 Kota Batam. 
 

303. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Terus!  
 

304. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105-10-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDI SETYAWAN 

 
 Sementara kertas yang tersedia untuk yang sesuai dengan ... 

dengan Dapil ... Dapil VI adalah hanya ... hanya 91 kertas suara.  
 

305. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Oke.  
 

306. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105-10-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDI SETYAWAN 

 
 Sementara sisanya 181 suara tidak memilih, tidak dapat 

mempergunakan hak pilihnya. 
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307. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Oke.  
 

308. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105-10-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDI SETYAWAN 

 
 Dikarenakan itulah berdasarkan keterangan dari Prinsipal kami, 

bahwa 181 itu adalah suara dari Partai Persatuan Pembangunan.  
 

309. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Jadi, semua yang tidak itu suara untuk PPP semua, ya? 
 

310. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105-10-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDI SETYAWAN 

 
 Ya menurut keterangan dari Prinsipal. 
 

311. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Ya. Terus? 
 

312. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105-10-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDI SETYAWAN 

 
 Berdasarkan kejadian tersebut, kami me … megajukan ke 

Mahkamah Konstitusi untuk diputuskan diadakannya pemilihan suara 
ulang di TPS 01 khususnya. 

 
313. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 

 
 Jadi, mengajukannya … Bapak mengajukan ke Mahkamah 

Konstitusi, Mahkamah Konstitusi nanti yang suruh perintah pemungutan 
suara ulang? 

 
314. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105-10-

10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDI SETYAWAN 
 
 Ya. 
 

315. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Sebelumnya pernah mengajukan ke tempat lain, enggak? Ke 

Bawaslu, segala macam. 
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316. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105-10-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDI SETYAWAN 

 
 Ada rekomendasi dari Bawaslu. 
 

317. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Ada, ya? 
 

318. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105-10-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDI SETYAWAN 

 
 Ada … ada, Yang Mulia. 
 

319. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Ada reko … apa isi rekomendasi Bawaslu itu? 
 

320. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105-10-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDI SETYAWAN 

 
 Ada di daftar bukti, Yang Mulia. 
 

321. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Ya, disebutkan sajalah, ini sekaligus kan menguji daya ingat 

penasehat hukum juga, ini, advokat. 
 

322. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105-10-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDI SETYAWAN 

 
 Siap … siap, Yang Mulia. 
 

323. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Kalau tidak benar nanti di … dibantah oleh Pak Afif itu, itu sudah 

dicatat oleh Beliau itu. Rekomendasinya suruh pemilu ulang, 
pemungutan suara ulang, penghitungan ulang, atau bagaimana? 

 
324. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105-10-

10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDI SETYAWAN 
 
 Pemungutan suara ulang, Yang Mulia. 
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325. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Pemungutan suara ulang? 
 

326. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105-10-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDI SETYAWAN 

 
 Ya.  
 

327. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Tapi tidak dilaksanakan? 
 

328. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105-10-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDI SETYAWAN 

 
 Ya. Siap, Yang Mulia. 
 

329. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Oke. Nanti kita cek, ya? Silakan lanjutkan ke petitum. Pak Dedi? 
 

330. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105-10-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDI SETYAWAN 

 
 Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di 

atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk 
menjatuhkan putusan sebagai berikut. 

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil 
Pemilihan Umu … Umum Presiden dan Wakil Presiden, 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan 
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan 
Dewan Perwakilan Daerah … Rakyat Daerah Kabupaten … 
Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum 2019 yang 
diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 
2019, jam 01.46 WIB dalam pemilihan Dewan Perwakilan 
Rakyat Kabupaten Kota Batam.  

3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan 
pemungutan suara ulang di TPS 01 kelurahan … 
Kelurahan/Desa Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota 
Batam, Provinsi Kepulauan Riau. 
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331. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Keempat? 
 

332. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105-10-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDI SETYAWAN 

 
4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon 

untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Daerah 
Pemilihan Kota Batam VI berdasarkan hasil pemungutan suara 
ulang di TPS 01 Kelurahan/Desa Tanjung Riau, Kecamatan 
Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. 

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk 
melaksanakan putusan ini, atau apabila Mahkamah Konstitusi 
berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya. 

Terima kasih, Yang Mulia.  
 

333. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Terima kasih, Pak Dedi, ya? Cukup, ya?  
 

334. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105-10-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDI SETYAWAN 

 
 Cukup, Yang Mulia. 
 

335. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Ada lagi yang mau ditambahkan? 
 

336. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105-10-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDI SETYAWAN 

 
 Tidak ada, Yang Mulia. 
 

337. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Tidak ada? Selanjutnya PDIP. Mohon maaf ini karena terlewati, ini 

karena masih sama-sama satu koalisi. Jadi, bisa saling memaafkan. 
Silakan, dari PDIP! Saya mau tanya dulu, ini yang mau menyampaikan 
Ibu apa? 
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338. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71-03-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PASKARIA TOMBI 

 
 Saya Paskaria Tombi, Yang Mulia. 
 

339. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Nomor berapa di sini, ini?  
 

340. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71-03-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PASKARIA TOMBI 

 
 Nomor 10. 
 

341. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
Nomor 10. Nanti kalau saya komentari nomor 10 lagi dianggap 

saya jadi pengamat sepak bola, nanti. Nomor 10, Ibu Paskaria Tombi, 
ya? 

 
342. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71-03-

10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PASKARIA TOMBI 
 
 Siap, Yang Mulia. 
 

343. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Di Permohonannya ikut tanda tangan, enggak? 
 

344. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71-03-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PASKARIA TOMBI 

 
 Tanda tangan, Yang Mulia. 
 

345. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Coba saya cek. Ya, Paskaria Tombi. Ya, silakan! Ini berapa dapil 

yang dipersoalkan? 
 

346. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71-03-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PASKARIA TOMBI 

 
 1 dapil, Yang Mulia. 
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347. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Dapil apa itu? 
 

348. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71-03-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PASKARIA TOMBI 

 
 Kabupaten Bintan, Dapil III. 
 

349. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Kabupaten Bintan, Dapil III. 
 

350. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71-03-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PASKARIA TOMBI 

 
 Ya, Yang Mulia. 
 

351. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Silakan. 
 

352. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71-03-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PASKARIA TOMBI 

 
 Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim. Kami langsung akan 

masuk kepada pokok Permohonan. Di sini yang kami permasalahkan di 
Kabupaten Bintan Dapil III itu hanya terhadap 2 TPS pada Kelurahan 
Kijang Kota, yaitu pada TPS 36 dan TPS 41 dimana adanya kesalahan 
yang dilakukan oleh Termohon, yang kemudian membawa keuntungan 
bagi Partai Keadilan Sejahtera, Yang Mulia. 

 
353. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 

 
 Ya. 
 

354. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71-03-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PASKARIA TOMBI 

 
 Kami uraikan rinci di TPS 36, Yang Mulia. Bahwa pada form C-1, 

total suara caleg dan atau Partai PKS keseluruhan hanya 5 suara. 
Namun, setelah rekap di tingkat PPK, total suara caleg dan Partai PKS 
kemudian menjadi 8 suara.  

Sebarannya, Yang Mulia, kami temukan ada pada Form C-1 untuk 
Caleg PKS Nomor Urut 1, dimana di C-1 nya, ia mendapatkan 2 suara, 
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namun kemudian pada Form DAA nya, suara Caleg PKS Nomor Urut 1 
bertambah menjadi 5 suara, sehingga ada kelebihan 3 suara, Yang 
Mulia. 

 
355. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 

 
 PKS nambah 3 suara, PDIP kehilangan 3 suara? 
 

356. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71-03-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PASKARIA TOMBI 

 
 PDIP tidak kehilangan, Yang Mulia. PKS bertambah.  
 

357. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Oh ... Oke.  
 

358. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71-03-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PASKARIA TOMBI 

 
 Ya. Itu ...  
 

359. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Gara-gara orang bertambah kita jadi ndak mendapat, ya? 
 

360. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71-03-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PASKARIA TOMBI 

 
 Betul, Yang Mulia.  
 

361. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Ah, silakan! Nanti betulnya kita uji nanti di pembuktian. Silakan! 

Apalagi? 
 

362. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71-03-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PASKARIA TOMBI 

 
 Kemudian yang kedua, Yang Mulia, di TPS 41 (...)  
 

363. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Ya.  
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364. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71-03-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PASKARIA TOMBI 

 
 Dimana total keseluruhan suara caleg dan partai PKS itu 

seluruhnya 0 suara. Namun, pada Form DAA-1, total seluruh suara caleg 
dan partai menjadi 8 suara, Yang Mulia. 

 
365. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 

 
 Ya. 
 

366. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71-03-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PASKARIA TOMBI 

 
 Sebarannya itu kami temukan dimana Caleg PKS di Nomor Urut 1 

pada Form C-1 ... se ... ia mendapat 0 suara, namun di DAA-1, suara ia 
men ... bertambah menjadi 4 suara. Kemudian, Caleg PKS Nomor Urut 2, 
pada Form C-1=0 suara, namun pada DAA-1 suaranya bertambah 
menjadi 1 suara. Kemudian yang ketiga, caleg dari Partai PKS dengan 
Nomor Urut 6, pada Form C-1 sejumlah 0 suara, namun rekap DAA-1 
bertambah menjadi 1 suara. Yang terakhir, Caleg PKS Nomor Urut 7, 
pada Form C-1 mendapatkan 0 suara, namun rekap pada DAA-1 menjadi 
2 suara, Yang Mulia.  

Sehingga untuk TPS 41, total penambahan suara untuk caleg 
dan/atau Partai PKS ada sel ... sejumlah 8 suara. Apabila diakumulasi, 
Yang Mulia, dari TPS 36 dan TPS 41, maka terjadi penambahan suara 
sejumlah 11 suara, Yang Mulia, untuk partai dan/atau Caleg PKS.  

 
367. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 

 
 Ya. 
 

368. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71-03-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PASKARIA TOMBI 

 
 Ini mempengaruhi perolehan kursi terakhir, Yang Mulia. Karena 

menurut versi Termohon, KPU, suara PKS adalah sejumlah 1.648 suara, 
padahal apabila kita kurangkan dengan kelebihan 11 suara tadi, 
seharusnya jumlah (...)  

 
369. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 

 
 Kalau yang mengurangkan jangan kita, “Kami kurangkan”, jadi 

saya tidak ikut di situ, Bu.  
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370. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71-03-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PASKARIA TOMBI 

 
 Kami ... ma ... maaf, Yang Mulia.  
 

371. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Ya, silakan! 
 

372. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71-03-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PASKARIA TOMBI 

 
 Ya, setelah kami kurangkan, seharusnya jumlah suara dari Partai 

PKS adalah sejumlah 1.637 suara, begitu. 
 

373. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Oke. 
 

374. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71-03-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PASKARIA TOMBI 

 
 Dan suara PDI Perjuangan, Yang Mulia, tetap di ... sejumlah 

1.639 suara.  
 

375. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Oke. 
 

376. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71-03-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PASKARIA TOMBI 

 
 Kami masuk kepada petitum, Yang Mulia (...)  
 

377. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Jadi, ini namanya beti ya, Bu, ya? Beda-beda tipis ini sebetulnya. 
 

378. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71-03-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PASKARIA TOMBI 

 
 Ya, Yang Mulia. Tipis. 
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379. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Ya, silakan! 
 

380. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71-03-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PASKARIA TOMBI 

 
 Kami mas ...  
 

381. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Ini petitum, ya? 
 

382. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71-03-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PASKARIA TOMBI 

 
 Ya, Yang Mulia. 
 

383. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Silakan! 
 

384. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71-03-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PASKARIA TOMBI 

 
 Oh ya, yang terhadap keberatan itu, Yang Mulia, kami sudah 

mengajukan keberatan di Form DAA-2 dan juga dalam Form DB-2, Yang 
Mulia, pada saat rekapluit ... rekapitulasi di kecamatan dan kabupaten. 

 
385. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 

 
 Nanti kita cek di pembuktian. 
 

386. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71-03-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PASKARIA TOMBI 

 
 Terima kasih, Yang Mulia. Kami masuk kepada petitum. 

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka kami Pemohon 
memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan 
sebagai berikut. 

 Yang pertama, mengabulkan permohonan Pemohon untuk 
seluruhnya. Yang kedua, membatalkan keputusan Komisi Pemilihan 
Umum Nomor 987 dan seterusnya, sepanjang untuk pengisian anggota 
DPRD Kabupaten Bintan, Dapil III. Yang ketiga (...)  
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387. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Ya, silakan! 
 

388. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71-03-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PASKARIA TOMBI 

 
 Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon 

untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bintan III sebagai 
berikut. Suara PDI Perjuangan atau kami, selaku Pemohon, sejumlah 
1.639 suara dan suara untuk Partai Politik Nomor 8, yaitu Partai Keadilan 
Sejahtera sejumlah 1.637 suara. Yang keempat, memerintahkan kepada 
Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini atau apabila 
Mahkamah berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya. 
Terima kasih banyak, Yang Mulia.  

 
389. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 

 
 Cukup, ya? 
 

390. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71-03-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PASKARIA TOMBI 

 
 Cukup.  
 

391. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Ini gampang saja pembuktiannya nanti. Jadi kan kita melihat-lihat 

kertas saja ini. Ini mendalilkan ini, ini buktinya, dibantah ini, nanti kita 
lihat.  

 
392. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71-03-

10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PASKARIA TOMBI 
 
 Ya, Yang Mulia. 
 

393. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Nah, ini lebih sederhana. Jauh lebih gampang membuktikan. Ndak 

perlu pakai ahli kalau yang kayak begini, ya. Jangan cari-cari ahli pula, 
yang kayak begini diterangkan oleh ahli. 
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394. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71-03-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PASKARIA TOMBI 

 
 Ya, Yang Mulia. 
 

395. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Ah gitu. Ini kan susahnya nih harus diterangkan oleh ahli sebagai 

macam. Padahal angka-angkanya sudah jelas.  
 

396. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71-03-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PASKARIA TOMBI 

 
 Ya, Yang Mulia. 
 

397. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Nanti bukti-bukti itu yang akan menunjukkan. Jadi nih untuk 

memandu juga. Kalau misalnya ... apa namanya ... sampai ke tahap 
pembuktian supaya bisa dilakukan lebih sederhana. Terima kasih.  

 
398. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71-03-

10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PASKARIA TOMBI 
 
 Terima kasih, Yang Mulia.  
 

399. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Berarti, ini PDIP sudah selesai. 
 

400. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Sedikit, Yang Mulia.  
 

401. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Silakan, Yang Mulia! 
 

402. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Ini mau mempertanyakan, apakah masih ada Permohonan lain 

dari PDIP? 
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403. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71-03-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PASKARIA TOMBI 

 
 Setahu ... sepanjang pengetahuan saya, Yang Mulia, dari partai 

politik hanya kami, Yang Mulia.  
 

404. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Hanya? 
 

405. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71-03-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PASKARIA TOMBI 

 
 Hanya ini. 
 

406. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Hanya ini, ya? 
 

407. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71-03-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PASKARIA TOMBI 

 
 Ya, Yang Mulia.  
 

408. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Karena ada teregistrasi juga di sini atas nama Bommen 

Hutagalung (...) 
 

409. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71-03-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PASKARIA TOMBI 

 
 Ya. 
 

410. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Tahu ndak? 
 

411. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71-03-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PASKARIA TOMBI 

 
 Tahu, Yang Mulia.   
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412. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Ha ah ... bagaimana? Dari parpol bagaimana? 
 

413. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71-03-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PASKARIA TOMBI 

 
 Namun, itu permasalahannya ... dari parpol tidak ada 

rekomendasi, Yang Mulia.  
 

414. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Tidak ada rekomendasi? 
 

415. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71-03-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PASKARIA TOMBI 

 
 Ya, Yang Mulia.  
 

416. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Ah, kalau begitu karena tidak ada rekomendasi DPP, kita anggap 

tidak ada Permohonan ini, ya?  
 

417. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Jadi, saya tadi mau menanyakan itu juga. Ini karena tim, jadi mau 

menanyakan ini yang urusan parpolnya selesai, bagaimana dengan 
perseorangannya? Itu tidak ada rekomendasi, ya? 

 
418. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71-03-

10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PASKARIA TOMBI 
 
 Sejauh ini tidak ada, Yang Mulia.  
 

419. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Oke. Kalau tidak ada rekomendasi nanti sikapnya disampaikan 

oleh Yang Mulia Ketua Panel. 
 

420. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71-03-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PASKARIA TOMBI 

 
 Terima kasih, Yang Mulia.  
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421. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Terima kasih. Ini yang terakhir (...)  
 

422. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 135-09-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 105-10-10/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: TAUFIK HIDAYAT 

 
 Yang Mulia, Termohon. Mohon izin, Yang Mulia, sebelum 

melanjutkan ke partai lain, mohon izin untuk mundur lagi ke Partai PPP 
jika perkenankan untuk klarifikasi, Yang Mulia? 

 
423. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 

 
 Waduh, ini sudah ke sudah lewat gilirannya ini. Apa yang mau 

diklarifikasi? 
 

424. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 135-09-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 105-10-10/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: TAUFIK HIDAYAT 

 
 Tadi saya sempat mendengar bahwa dari Pihak Pemohon 

mengatakan ada rekomendasi Bawaslu, begitu. 
 

425. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Ya. 
 

426. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 135-09-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 105-10-10/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: TAUFIK HIDAYAT 

 
 Berkaitan dengan PSU. 
 

427. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Ya. 
 

428. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 135-09-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 105-10-10/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: TAUFIK HIDAYAT 

 
 Mohon izin, apakah klarifi … apa … statement tersebut tercantum 

dalam Permohonan apa tidak karena kami setelah cek dalam 
Permohonan tidak ada. Khawatirnya, kami apa namanya (…) 
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429. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 

 
 Tadi saya yang menanyakan kepada yang bersangkutan. 
 

430. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 135-09-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 105-10-10/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: TAUFIK HIDAYAT 

 
 Oh, baik.  
 

431. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Ya. 
 

432. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 135-09-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 105-10-10/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: TAUFIK HIDAYAT 

 
 Jadi bukan tercantum di sini? 
 

433. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Nanti kalau ada sampai ke pembuktian itu nanti akan ditanya 

juga. Makanya, mumpung ada Bawaslu biar jelas sekalian kan, begitu. 
 

434. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 135-09-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 105-10-10/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: TAUFIK HIDAYAT 

 
 Baik, Yang Mulia. Khawatirnya, kami salah draft begitu kok ndak 

ada … tidak ada (…)  
 

435. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Saya yang menanyakan di … direspons oleh yang bersangkutan. 
 

436. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 135-09-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 105-10-10/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: TAUFIK HIDAYAT 

 
 Baik, terima kasih, Yang Mulia. 
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437. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Sama-sama.  
 Ini kalau begini-begini kita semuanya Republik ini jadi aman ndak 

ada perlu apa … terlalu apa namanya … tegang-tegang amat, begitu. 
Sudahlah kalau kalah tahun ini, 5 tahun ke depan kita ulangi lagi, begitu. 
Selesai semuanya.   

 Ini konteksnya pileg ya, ndak hubungannya dengan pilpres, 
pilpres kan sudah selesai beberapa hari yang lalu.  

 Gerindra, saya mau cek dulu siapa yang apa … yang kuasa 
hukumnya Bapak apa yang mau menyampaikan?  

 
438. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 146-02-

10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAKA GANI PISSANI 
 
 Saya, Yang Mulia. Raka Gani Pissani. 
 

439. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Raka Gani Pissani, oke.  
 

440. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 146-02-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAKA GANI PISSANI 

 
 Bersama rekan saya, Yang Mulia, Zulham Effendi. 
 

441. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Ini kayak penyiar TV saja Zulham Effendi ini. 
 Zulham Effendi, tapi kok enggak ada namanya di sini? 
 

442. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 146-02-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAKA GANI PISSANI 

 
 Dalam Permohonan tidak ada, tapi dalam kuasa ada, Yang Mulia.  
 

443. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Dalam kuasa, nanti saya cek, ya.  
  

444. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 146-02-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAKA GANI PISSANI 

 
 Baik, Yang Mulia. 
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445. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Lalu, saya lihat dulu. Ini tidak ada juga tanda tangannya Raka 

Gani ini di sini, di belakang permohonan. Tidak ikut tanda tangan, ya? 
 

446. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 146-02-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAKA GANI PISSANI 

 
 Tidak, Yang Mulia, benar. 
 

447. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Jadi ada di depan, tapi di belakangnya tidak ada. Ini ibaratnya 

kalau kita bekerja nanti yang menikmati orang lain, kan jadi susah 
begitu.  

 Ada identitas yang bisa kita lihat? 
 

448. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 146-02-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAKA GANI PISSANI 

 
 Ada, Yang Mulia. 
 

449. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Silakan, petugas diambil. Ini belum menyerahkan KTA, ya? Kartu 

Tanda Anggota Advokat. Sudah diserahkan atau belum?  
 Ke Kepaniteraan sudah diserahkan atau belum?  
 

450. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 146-02-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAKA GANI PISSANI 

 
 Sudah, Yang Mulia.   
 

451. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Nah, ya.  
 

452. KETUA: ASWANTO  
 
 Untuk semua Permohonan, mungkin sudah menyerahkan copy 

kartu anggota, tapi mungkin di provinsi lain. Untuk Kepri belum ada yang 
serahkan, ya.  

 Jadi tidak bisa diserahkan di provinsi lain, lalu kita pakai di sini. 
Itu enggak sampai di sini nanti. 
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 Makanya, khusus yang di Panel 2 seluruh kuasa hukum belum 
menyerahkan copy kartu sebagai advokat. 

 Tolong nanti di … mungkin Anda sudah menyerahkan, tapi untuk 
provinsi lain, ya.  

 
453. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 

 
 Di panel lain, bukan untuk panel lain maksudnya.  
 

454. KETUA: ASWANTO  
 
 Ya, di panel lain.  
 

455. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Diperbanyak saja kan nambah 2, 3 fotokopi saja.  
Silakan, Pak Raka Gani itu memang benar orangnya kalau dari 

fotonya itu.  
 Itu foto tahun berapa itu? Soalnya enggak banyak berubah 

wajahnya di situ.  
Silakan, apa … pokoknya saja, ini berapa dapil dipersoalkan? 
 

456. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 146-02-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAKA GANI PISSANI 

 
 Ada 2 dapil, Yang Mulia. 
 

457. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 2 dapil. Dapil apa saja itu? Pak Raka Gani panggilnya Raka atau 

Gani? 
 

458. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 146-02-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAKA GANI PISSANI 

 
 Raka, Yang Mulia. 
 

459. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Pak Raka Dapil Kepulauan Riau IV. 
 

460. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 146-02-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAKA GANI PISSANI 

 
 Ya, Dapil Kepulauan Riau IV dengan … dapil apa? 
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461. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 

 
 Dapil Kota Batam VI, ya? 
 

462. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 146-02-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAKA GANI PISSANI 

 
 Ya, Kota Batam VI. 
 

463. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Oke, silakan dari Kepulauan apa dulu? 
 

464. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 146-02-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAKA GANI PISSANI 

 
 Dari Provinsi Kepulauan Riau Dapil Kepulauan Riau IV. 
 

465. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Ya, silakan pokok-pokoknya saja.  
 

466. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 146-02-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAKA GANI PISSANI 

 
 Ya, terima kasih, Yang Mulia. 
 Eh … izinkan kami dari Partai Gerindra menyampaikan 

Permohonan hasil perselisihan … hasil … Permohonan perselisihan hasil 
pemilihan umum untuk nama calon anggota DPRD Provinsi Kepulauan 
Riau Nomor Urut 1 Nyagnyang Haris Prartamura. 

 Yang menurut versi Pemohon dalam hal ini mendapatkan 7.534 
suara (…) 

 
467. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 

 
 Oh, ini internal partai, ya? 
 

468. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 146-02-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAKA GANI PISSANI 

 
 Internal partai, Yang Mulia. 
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469. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Oh, ya. silakan! 
 

470. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 146-02-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAKA GANI PISSANI 

 
 Kemudian, Nomor Urut 2 Hj. Asnah, S.E., M.M., menurut 

Pemohon 7.497 suara. Jadi, dalam hal ini terjadi pengurangan terhadap 
Nyangnyang … suara Nyagnyang Haris Prartamura dan kemudian ada 
penggelembungan atau penambahan terhadap caleg Haji … Hj. Asnah, 
S.E., M.M. 

 
471. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 

 
 Ya, silakan! 
 

472. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 146-02-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAKA GANI PISSANI 

 
 Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana di atas 

dengan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut. 
 Bahwa hasil rekapitulasi C-1 suara C-1 pada TPS 87 Kelurahan 

Baloi Permai, dalam hal ini Pemohon terdapat pengurangan suara 
Pemohon sebanyak 1 suara. Kemudian, terdapat penambahan atau 
penggelembungan suara Hj. Asnah, S.E., M.M sebanyak 4 suara. 

 
473. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 

 
 Oke. 
 

474. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 146-02-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAKA GANI PISSANI 

 
 Pada TPS 07 Kelurahan Sadai terdapat pengurangan suara 

Pemohon sebanyak 1 suara. 
 Kemudian, terdapat penambahan suara Hj. Asnah, S.E., M.M 

sebanyak 1 suara. Juga dalam di TPS ini terjadi pengurangan suara 
partai sebanyak 28 suara.  

 
475. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 

 
 Suara partai yang berkurang? 
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476. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 146-02-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAKA GANI PISSANI 

 
 Benar, Yang Mulia … 
 

477. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Oke, Silakan! 
 

478. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 146-02-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAKA GANI PISSANI 

 
 Untuk TPS 7 Kelurahan Sadai terjadi penambahan atau 

penggelembungan suara Hj. Asnah, S.E., M.M, sebanyak 10 suara. TPS 
59 Kelurahan Sadai terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 1 
suara dan penggelembungan suara Hj. Asnah, S.E., M.M, sebanyak 2 
suara. TPS 41 Kelurahan Bengkong Laut terdapat penambahan atau 
penggelembungan suara Hj. Asnah sebanyak 10 suara. TPS 42 
Kelurahan Bengkong Laut terdapat penambahan penggelembungan su … 
atau penggelembungan suara Hj. Asnah sebanyak 10 suara. Bahwa 
akibat terjadinya pengurangan suara Pemohon tersebut telah merugikan 
perolehan suara Pemohon dan telah menjadikan Hj. Asnah, S.E., M.M, 
yang memperoleh kursi yang terindikasikan karena adanya 
penggelembungan atau penambahan suara. Langsung kami ke petitum, 
Yang Mulia.  

 
479. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 

 
 Ya, silakan! 
 

480. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 146-02-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAKA GANI PISSANI 

 
 Ya, berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon 

memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan 
sebagai berikut: 

1. Mengabulkan permoho … Permohonan Pemohon untuk 
seluruhnya. 

2. Membatalkan keputusan KPU RI Nomor 987 tentang 
Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil 
Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD 
Kabupaten/Kota Secara Nasional, bertanggal 21 Mei 
sepanjang di daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi 
Kepulauan Riau Dapil IV. 
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3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut 
Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi 
kepulian … Kepulauan Riau Dapil IV Calon anggota ... Caleg 
DPRD Provinsi Kepulauan Riau Nomor Urut 1 Nyangnyang 
Haris Pratamura =7.534. Dua … Hj. Asnah, S.E., M.M., Nomor 
Urut 2= 4 … 7.497 sua … suara.  

4. Memerintahkan kepada KPU RI untuk melaksanakan putusan 
ini atau apa bila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, 
mohon putusan yang seadil-adilnya.  

 
481. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 

 
 Oke. Jadi ini internal partai, ya? Yang di … diselesaikan ke sini 

antara calon Nyangnyang Haris pra … Pratamura dengan Ibu Hj. Asnah, 
S.E., M.M. Ya, ya? 

 
482. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 146-02-

10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAKA GANI PISSANI 
 
 Benar, Yang Mulia. 
 

483. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Oke nanti … ini semuanya ada bukti-buktinya, ya? Pindah-pindah 

berubah-berubah itu?  
 

484. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 146-02-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAKA GANI PISSANI 

 
 Ada, Yang Mulia. 
 

485. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Ya nanti kita adu saja alat bukti yang ditawarkan. Silakan 

berikutnya untuk DPRD Kota Batam Dapil bat … Kota Batam VI.  
 

486. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 146-02-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAKA GANI PISSANI 

 
 Baik. DPR … mengenai DPRD Kota Batam Dapil Kota Batam VI, 

bahwa (…) 
 

487. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Masih Pak Raka yang menyampaikan? Ndak temannya yang lain?  
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488. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 146-02-

10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAKA GANI PISSANI 
 
 Boleh kalau mis … ya. 
 

489. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Ini jangan-jangan Pak Raka lebih besar honornya dibanding 

teman yang lainnya itu. Silakan pokok-pokoknya saja. Ya, silakan! 
 

490. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 146-02-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZULHAM EFFENDI 

 
 DPRD Kota Batam Dapil Kota Batam VI, dianggap dibacakan 

tabelnya.  
 

491. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Ya, silakan! Ini besarannya apa yang dipersoalkan di sini? Ini 

partai (…) 
 

492. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 146-02-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZULHAM EFFENDI  

 
 Ada penambahan dan pengurangan suara, Majelis.  
 

493. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Oh. 
 

494. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 146-02-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZULHAM EFFENDI  

 
 Disetiap (…) 
 

495. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Gerindra mengalami pengurangan suara 304, begitu ya? 
 

496. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 146-02-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZULHAM EFFENDI  

 
 Ya, betul. 
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497. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Lalu ada penambahan kepada partai lain? 
 

498. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 146-02-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZULHAM EFFENDI  

 
 Ya, betul. Di PKB (…) 
 

499. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Partai apa saja itu?  
 

500. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 146-02-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZULHAM EFFENDI  

 
 PKB=123 suara 
 

501. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Oke. 
 

502. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 146-02-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZULHAM EFFENDI 

 
 Partai Garuda=3 suara  
 

503. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Ya. 
 

504. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 146-02-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZULHAM EFFENDI 

 
 PKS=2 suara. 
 

505. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Ya. 
 

506. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 146-02-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZULHAM EFFENDI 

 
 Perindo=1 suara  
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507. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Oke. 
 

508. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 146-02-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZULHAM EFFENDI 

 
 P3=76 suara  
 

509. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Oke. 
 

510. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 146-02-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZULHAM EFFENDI 

 
 Dan Demokrat=1 suara  
 

511. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Demokrat=1 suara? 
 

512. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 146-02-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZULHAM EFFENDI 

 
 He em. 
 

513. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Kalau 1 ini dimaafkan sajalah. Kan ndak terlalu banyak ini. 

Silakan! 
 

514. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 146-02-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZULHAM EFFENDI 

 
 Ini terjadi di TPS … TPS 50 Kelurahan Sungai Harapan, 

Kecamatan Sekupang, Kota Batam (…) 
 

515. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Itu di halaman berapa disebutkan TPS nya itu?  
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516. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 146-02-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZULHAM EFFENDI 

 
 Di halaman 10, yang (…) 
 

517. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Di baris paling bawah, ya?  
 

518. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 146-02-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZULHAM EFFENDI 

 
 Ya. 
 

519. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Oke.  
 

520. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 146-02-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZULHAM EFFENDI 

 
 Di poin 4. Di sini ada perolehan suara Gerindra sebanyak 35 

suara, caleg part … Gerindra Nomor 1 sebanyak 3 suara. Pada hasil input 
data pada Formulir Model DAA-1 Kelurahan Tanjung Riau tercatat 
perolehan suara Partai Gerindra sebanyak 19 suara karena keadaan 
tersebut terjadi pengurangan suara Partai Gerindra sebanyak 16 suara.  

 
521. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 

 
 Oke. Ini 16, ya? 
 

522. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 146-02-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZULHAM EFFENDI 

 
 Ya. 
 

523. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Terus? 
 

524. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 146-02-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZULHAM EFFENDI 

 
 Pada poin ke 5, hasil pemungutan TPS 34 Kelurahan Sungai 

Harapan terjadi perolehan suara Gerindra sebanyak 40 suara. Pada hasil 
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input data DAA-1 tercatat 1 … Gerindra ternyata 21 suara. Karena 
tersebut terjadi pengurangan suara Gerindra sebanyak 19 suara.  

 
525. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 

 
 Oke, hilang lagi 19. 
 

526. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 146-02-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZULHAM EFFENDI 

 
 19 suara. 
 

527. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Terus? 
 

528. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 146-02-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZULHAM EFFENDI 

 
 Di TPS 44 Kelurahan Sungai Harapan, seharusnya Partai Gerindra 

mendapatkan 52 suara, tapi di input data DA-1 … DAA-1 Kelurahan 
Tanjung Riau tercatat 45 suara. Hal ini menjadi pengurangan suara 
Partai Gerindra sebanyak 7 suara.  

 
529. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 

 
 Oke, 7. 
 

530. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 146-02-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZULHAM EFFENDI 

 
 Pada TPS 15 Kelurahan Sungai Harapan, seharusnya Partai 

Gerindra mendapat 30 suara, tapi di pom … Formulir DAA-1 Kelurahan 
Tanjung Riau de … di input 28 suara. Hal ini mendapat … hal ini 
mengurangi suara Gerindra sebanyak 2 suara.  

 
531. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 

 
 Terus? 
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532. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 146-02-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZULHAM EFFENDI 

 
 Di TPS 37 Kelurahan Sungai Harapan, seharusnya Partai Gerindra 

mendapat 54 suara, tapi di Formulir DAA-1 Kelurahan Tanjung perolehan 
suara Gerindra mendapat 53 suara, maka hal ini mendapat pengurangan 
Partai Gerindra sebanyak 1 suara.  

Di TPS 37 Kelurahan Tiban Baru seharusnya perolehan … PKB 
sebanyak=30 sua … 3 suara. Tapi di input data DAA-1 Kelurahan Tiban, 
perolehan suara Partai Gerindra mendapat 4 suara. Hal ini mendapat … 
hal ini PKB mendapat penambahan perolehan suara PKB sebanyak 1 
suara.  

 Di TPS 42 Kelurahan Tiban, PKB mendapat 0 suara, tapi di input 
data DAA-1 mendapat 2 suara. Jadi, penambahan suara PKB sebanyak 2 
suara. 

 
533. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 

 
 Itu diindikasikan suara dari partai Anda, ya? 
 

534. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 146-02-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZULHAM EFFENDI 

 
 Ya, PKB.  
 

535. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Oke.  
 

536. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 146-02-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZULHAM EFFENDI 

 
 Di TPS 27, perolehan PKB sebanyak 9 suara, tapi di input data 

DAA-1 Kelurahan Tiban, PKB mendapat 29 suara. Hal ini mendapat pro 
… penambahan perolehan suara PKB sebanyak 20 suara.   

 
537. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 

 
 Ini PKB yang nambah. Di tempat itu, partai Anda dapat suara 

berapa? Belum … enggak ada datanya, ya? 
 

538. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 146-02-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZULHAM EFFENDI 

 
 Tidak ada datanya, Yang Mulia. 
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539. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 

 
 Oke, nanti disiap-siapkan juga kalau ditanya Hakim berikutnya, 

bisa menjelaskan. 
 

540. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 146-02-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZULHAM EFFENDI 

 
 Baik, baik … yang … Majelis.  
 

541. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Terus! 
 

542. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 146-02-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZULHAM EFFENDI 

 
 Di TPS 51 … 51 di Kelurahan Patam Lestari, PKB mendapat 1 

suara. Tapi, di input data DAA-1 Kelurahan Tiban Baru … maaf, izin, 
Majelis, ini ada kesalahan data, Yang Mulia. 

 
543. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 

 
 Yang mana, yang salah itu? 
 

544. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 146-02-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZULHAM EFFENDI 

 
 Kelurahan Tiban Baru, seharusnya Kelurahan Patam Lestari. 
 

545. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Di halaman 13, ya? 
 

546. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 146-02-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZULHAM EFFENDI 

 
 Betul. 
 

547. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Sebentar, saya cek dulu. Ini Kelurahan Patam seharusnya? 
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548. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 146-02-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZULHAM EFFENDI 

 
 Seharusnya Kelurahan Patam, ternyata Kelurahan Tiban Baru 

yang ditulis. 
 

549. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, begitu? 
 

550. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 146-02-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZULHAM EFFENDI 

 
 Ya, Sekupang.  
 

551. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Kota Batam? 
 

552. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 146-02-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZULHAM EFFENDI 

 
 Ya. 
 

553. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Di mana yang salah ini? 
 

554. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 146-02-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZULHAM EFFENDI 

 
 Di (...)  
 

555. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Di bawahnya (...)  
 

556. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 146-02-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZULHAM EFFENDI 

 
 Keterangan (...)  
 

557. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Tiban Baru, ini? 
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558. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 146-02-

10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZULHAM EFFENDI 
 
 Keterangan. 
 

559. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Oh, oke (...)  
 

560. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 146-02-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZULHAM EFFENDI 

 
 Seharusnya Patam Lestari.  
 

561. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Ya, ini ndak apa-apalah sedikit. Karena di atasnya disebut Patam 

Lestari. Silakan! 
 

562. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 146-02-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZULHAM EFFENDI 

 
 Di … di DAA-1 … DAA-1 Kelurahan Patamsari … Patam Lestari, 

suara PKB mendapat 80 suara … 81 suara. Hal ini menda … mendap … 
penambahan suara PKB sebanyak 80 suara. Selanjutnya, di TPS 59 (...)  

 
563. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 

 
 Oke, itu kita anggap dibacakan, ya.  
 

564. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 146-02-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZULHAM EFFENDI 

 
 Oke (...)  
 

565. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Anda sampaikan saja yang tabel kesimpulan di halaman 22 itu. 

Nanti bisa dibacalah oleh pihak … apa … Termohon, itu.  
 

566. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 146-02-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZULHAM EFFENDI 

 
 Siap. 
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567. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Silakan! 
 

568. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 146-02-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZULHAM EFFENDI 

 
 Perolehan suara Pemohon, untuk pengisian keanggotaan DPRD 

Kota Batam VI, dalam tabel, Partai Gerindra sebanyak 1.944 suara, 
dianggap dibacakan. 

 
569. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 

 
 Ya. 
 

570. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 146-02-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZULHAM EFFENDI 

 
 Pada petitum (...)  
 

571. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Yang di bawahnya suara apa ini? Suara … apa … cal … caleg dari 

Gerindra, ya? 
  

572. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 146-02-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZULHAM EFFENDI 

 
 Caleg … caleg. Ya, Caleg Gerindra. 
 

573. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Oh, ini suara partai yang di atas, ya? 
 

574. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 146-02-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZULHAM EFFENDI 

 
 Ya, suara partai. 
 

575. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Jadi, total di situ 13.600 (...)  
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576. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 146-02-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZULHAM EFFENDI 

 
 13.664 suara. 
 

577. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Oke, silakan, petitum! 
 

578. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 146-02-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZULHAM EFFENDI 

 
 Petitum 
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 
2. Membatalkan Keputusan Komisi KP … Pemilihan Umum Nomor 

987 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil 
Presiden, Anggota DPR, DPRD Kabupaten/Kota, sepanjang di 
daerah pemilihan anggota DPRD Kota Batam, Dapil VI. 

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut 
Pemohon, pengisian keanggotaan DPRD Kota Batam, Dapil VI. 
Partai Gerindra sebanyak=1.944 suara, nomor urut 1 … Caleg 
Nomor Urut 1, Iman Sutiawan, S.E=7.658. Nomor 2, Kapten 
Luther Jansen, M.M=3.265 suara. 3 (...)  

 
579. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 

 
 Kalau 4, angkanya itu 3.000 namanya. Anda saja menghilangkan 

suara Anda sendiri itu, bagaimana kita mau memperjuangkan suara (...)  
 

580. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 146-02-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZULHAM EFFENDI 

 
 Sebanyak 3.265 suara.  
3. Tatu Sarifah=161 suara.  
4. Mokhamat Mansur=329 suara.   
5. Ririn Marina, S.H=206 suara.  
6. Gunawan=82 suara 
7. Aidarlis=19 suara 
 Jadi, total pen … suara Partai Gerindra sebanyak=13.664 suara. 
 

581. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Oke. 
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582. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 146-02-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZULHAM EFFENDI 

 
4. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini 

atau apabila Mahkamah Konstitusi berpe … berpendapat lain, 
mohon putusan yang seadil-adilnya.    

 
583. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 

 
 Kondisi sekarang itu, di dapil ini, Anda mendapat kursi atau tidak? 

Berdasarkan putusan KPU itu? 
 

584. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 146-02-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZULHAM EFFENDI 

 
 Dari Pemohon Luther, seharusnya mendapatkan kursi itu Luther … 

Kapten Luther, ternyata tidak mendapat, Yang Mulia. 
 

585. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Enggak, pertanyaan saya, di dapil ini, ada dapat kursi atau tidak? 
 

586. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 146-02-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZULHAM EFFENDI 

 
 Dapat, Yang Mulia. 
 

587. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Sudah 1, ya, berarti yang … yang (...)  
 

588. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 146-02-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZULHAM EFFENDI 

 
 Yang kedua. 
  

589. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Dapat itu, Imam, ya? 
 

590. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 146-02-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZULHAM EFFENDI 

 
 Ya … Luther, Luther Matius … Luther Jansen … Kapten Luther. 

Yang dapat, Iman Sutiawan. 
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591. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 

 
 Oh, yang dapat itu Imam Sutiawan? 
 

592. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 146-02-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZULHAM EFFENDI 

 
 Ya, yang tidak dapat Kapten Luther. 
 

593. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Oke. 
 

594. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 146-02-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZULHAM EFFENDI 

 
 Di kursi kedua. 
 

595. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Yalah. Cukup, ya? 
 

596. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 146-02-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZULHAM EFFENDI 

 
 Cukup, Yang Mulia.  
 

597. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Ini dapil … dapil VI (...)  
 

598. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 146-02-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZULHAM EFFENDI 

 
 Dapil VI. 
 

599. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Batam ini, termasuk dapil rawan ini. Banyak sekali yang 

mempersoalkan dari tadi ini. Ini KPU, ini agak berat pekerjaannya 
menjelaskan di sini. Cukup? 
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600. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105-10-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDI SETYAWAN 

 
 Izin, Yang Mulia, izin. 
 

601. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Apa lagi ini? 
 

602. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105-10-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDI SETYAWAN 

 
 PPP tadi, Yang Mulia.  
 

603. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Ya. 
 

604. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105-10-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDI SETYAWAN 

 
 Rupanya setelah saya lihat, tidak ada rekomendasi dan laporan ke 

Bawaslu, Yang Mulia. 
 

605. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Oke.  
 

606. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105-10-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDI SETYAWAN 

 
 Terima kasih, Yang Mulia. 
 

607. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Oke, nah, terima kasih atas kejujurannya. Nanti … dia lihat topi 

Pak Afif ini jadi agak takut juga ini kalau berbohong, begitu kan. Jadi, 
kejujuran itu penting. Soal hasil pemilu inikan proses politik ini berputar 
terus, jangan sampai merusak kejujuran kita untuk soal-soal yang begini. 

 Ini sudah selesai, jadi masih ada Gerindra yang terakhir. 
Kemudian Perindo mencabut, Partai Persatuan sudah, kemudian PDIP 
sudah, Garuda tadi sudah, Golongan Karya sudah, Berkarya tidak hadir. 
Ini soal yang tidak hadir dan yang mencabut ini saya kembalikan kepada 
kekuasaan Ketua Panel. Dipersilakan, Yang Mulia! 
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608. KETUA: ASWANTO  
 
 Terima kasih, Yang Mulia. Sebelum kita ke pengesahan alat bukti, 

ini ada konfirmasi dahulu untuk Partai Golkar. Ini Partai Golkar ini ada 2 
surat kuasa, ya. Ada yang M. Sattu Pali dan kawan-kawan, ada Robi 
Anugrah Marpaung, apakah ini keduanya berlaku atau yang mana 
berlaku?  

 
609. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 167-04-

10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NANA SUMARNA 
 
 Yang kedua. 
 

610. KETUA: ASWANTO  
 
 Ya? 
 

611. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 167-04-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NANA SUMARNA 

 
 Yang kedua, Yang Mulia.  
 

612. KETUA: ASWANTO  
 
 Yang Robi Anugrah? 
 

613. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 167-04-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NANA SUMARNA 

 
 Ya.  
 

614. KETUA: ASWANTO  
 
 Baik, dicatat ya! Surat kuasa untuk Golkar yang berlaku adalah 

Robi Anugrah Marpaung, ini dan kawan-kawan atau sendiri? 
 

615. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 167-04-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NANA SUMARNA 

 
  Dan kawan-kawan, Yang Mulia.   
 

616. KETUA: ASWANTO  
 
 Oh, oke. Dan kawan-kawan dan kawan yang di atas tidak masuk 

lagi, ya? Di atas jugakan ada kawan-kawan juga ini, surat kuasa M. Sattu 
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Pali dan kawan-kawan, kemudian Robi Anugrah Marpaung dan kawan-
kawan, kawan-kawan di atas sudah ndak ke situ lagi? 

 
617. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 167-04-

10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NANA SUMARNA 
 
Yang di atas sudah (ucapan tidak terdengar jelas). 
 

618. KETUA: ASWANTO  
 
 Oh, ndak masuk lagi, oh ya. Baik, sekarang pengesahan alat 

bukti. Yang tidak hadir tadi kita sudah toleransi sampai selesainya 
penyampaian Permohonan secara keseluruhan dan ternyata kita sudah 
selesai dan tidak datang, sehingga Panel berkesimpulan perkara tersebut 
dinyatakan gugur.  

 Baik, untuk pengesahan alat bukti ... baik, untuk ini ada 
konfirmasi sebelum ke pengesahan alat bukti, ini untuk Perkara Nomor 
146/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ya, Gerindra ya. Gerindra itu 
rekomendasi dari DPP, ya? 

 Oh, sori sori, bukan Pemohon, Pihak Terkait. Tadi ada Pihak 
Terkaitnya.  

 
619. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 146-02-

10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARDIAN HAMDANI 
 
  Ada, Yang Mulia.  
 

620. KETUA: ASWANTO  
 
 Ada, ya. Ini ... ini yang kami terima baru permohonan kuasa, lalu 

keterangan, sementara per ... rekomendasi dari DPP itu belum kami 
terima. Nanti dilengkapi, ya! 

 
621. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 146-02-

10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARDIAN HAMDANI 
 
 Nanti dilengkapi, Yang Mulia. 
 

622. KETUA: ASWANTO  
 
 Dilengkapi, ya. Ya, nanti langsung berhubungan dengan Bagian 

Kepaniteraan, ya.  
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623. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Kalau berdiskusi mik-nya ditutup, jadi enggak ketahuan keluar.  
 

624. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 146-02-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAUZAN ZAKIR 

 
 Tapi sebenarnya kami sudah menyampaikan gitu, Yang Mulia (...) 
 

625. KETUA: ASWANTO  
 
 Ya, nanti kami akan cek lagi kembali. 
 

626. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 146-02-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAUZAN ZAKIR 

 
 Ya.  
 

627. KETUA: ASWANTO  
 
 Kami akan cek kembali, mungkin ada ketelingsut di kami, ya atau 

Anda sendiri yang lupa masukkan. Nanti sama-sama kita cari, ya.  
 

628. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 146-02-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FAUZAN ZAKIR 

 
 Ya.  
 

629. KETUA: ASWANTO  
 
 Baik, he eh. Sekarang pengesahan alat bukti. Pertama untuk 

PDIP, ya. Untuk PDIP alat bukti yang dimasukkan untuk Dapil Bintan III, 
itu P-1 sampai dengan P-15. 

 
630. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71-03-

10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PASKARIA TOMBI 
 
 Betul, Yang Mulia.   
 

631. KETUA: ASWANTO  
 
 Betul, ya. Kita sahkan, sudah diverifikasi, ya. 
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 Kemudian untuk PPP, Dapil Batam VI itu P-1, P-2, dan P-12. Betul, 
ya? 

632. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105-10-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDI SETYAWAN 

 
 P ... P-1 sampai P-12.   
 

633. KETUA: ASWANTO  
 
 Ini kami ... yang kami terima cuma P-1, P-2, dan P-12. 
 

634. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105-10-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDI SETYAWAN 

 
 (…) Panitera, Yang Mulia.  
 

635. KETUA: ASWANTO  
 
 Ya, nanti, ya. Bahkan Bukti P-1 dengan bukti P-8 itu tidak ada di 

daftar bukti.  
 

636. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105-10-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDI SETYAWAN 

 
 P-1. 
 

637. KETUA: ASWANTO  
 
 Nanti dikonfirmasi lagi, ya.  
 

638. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105-10-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDI SETYAWAN 

 
 Siap, Yang Mulia.  
  

639. KETUA: ASWANTO  
 
 Ya, untuk sementara kita sahkan yang tidak bermasalah, kecuali 

yang bermasalah kita tidak sahkan.  
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 Kemudian untuk Golkar, Golkar ada 2 Dapil, Dapil Batam I, 
buktinya P-1 sampai P-155. Dapil Bintan III, P-1 sampai dengan P-13. 
Ada catatan untuk Dapil Batam I, bukti P-12 itu berbeda dengan ... fisik 
dengan daftar bukti berbeda. Kemudian P-105, ini juga tidak sesuai 
dengan daftar alat bukti. Kemudian bukti P-131, ini juga tidak sesuai 
dengan antara daftar bukti dan fisik tidak sesuai. Kemudian P-149B tidak 
sesuai juga dengan daftar alat bukti. Jadi, antara bukti fisik dan daftar 
alat bukti yang diserahkan tidak sesuai. Nanti disinkronkan kembali ke 
Bagian Kepaniteraan, ya.  

 Kita sahkan untuk Dapil I Batam, P-1 sampai P-155, kecuali yang 
bermasalah, P-12, P-105, P-131, dan P-149 kita belum sahkan. 

Kemudian, Dapil III Bintan, P-1 sampai dengan P-13 sudah 
lengkap, kita sahkan. 

 
 
 
Kemudian Partai Garuda … Partai Garuda memasukkan Bukti P-1 

sampai dengan P-8, buktinya juga … bukti fisik juga tidak sesuai dengan 
daftar bukti, ya? Nanti disinkronkan kembali. Kemudian bukti juga hanya 
1 rangkap, belum sesuai ketentuan, sehingga kita belum bisa sahkan 
untuk Partai Garuda. 

 
640. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239-06-

10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN 
 
 Izin, Yang Mulia. 
 

641. KETUA: ASWANTO  
 
 Ya. 
 

642. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239-06-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN 

 
 Boleh ini … yang boleh kami tahu, Yang Mulia? 
 

643. KETUA: ASWANTO  
 
 He em. 
 

644. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239-06-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN 

 
 Untuk yang daftar buktinya yang tidak sesuai, mohon langsung 

disampaikan oleh Yang Mulia, biar kami langsung koreksi di sini. Yang 
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mana yang dimaksud tidak sesuai, Yang Mulia? Urutannya ataukah yang 
mana? 

 
645. KETUA: ASWANTO  

 
Boleh. Sebentar, sebentar! Kita cek dulu. 
 

646. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239-06-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN 

 
 Ya, Yang Mulia. Kemudian, Yang Mulia, sekalian mungkin untuk … 

mau konfirmasi terkait Bukti P-5, Yang Mulia, terkait video. Kalau 
memang belum ada, kebetulan kami sudah siapkan, Yang Mulia. 

 
647. KETUA: ASWANTO  

 
 Boleh di … dimasukkan, tapi kita tidak bisa langsung sahkan 

karena kami harus … apa namanya … verifikasi dulu. 
 

648. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239-06-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN 

 
 Ya, Yang Mulia. 
 

649. KETUA: ASWANTO  
 
 Apakah ada isinya atau hanya (…) 
 

650. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239-06-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN 

 
 Ya, Yang Mulia. 
 

651. KETUA: ASWANTO  
 
 Ternyata B anu … P yang tidak sesuai dengan bukti … apa … 

antara daftar alat bukti dan bukti fisik yang tidak sesuai itu adalah mulai 
dari P-5 sampai dengan P-8. Ya, nanti disesuaikan, ya? 

 
652. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239-06-

10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN 
 
 Oke, Yang Mulia. 
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653. KETUA: ASWANTO  
 
 Kita bisa sahkan. Sudah ada buktinya, cuma daftarnya tidak 

sesuai dengan bukti fisiknya. 
 

654. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239-06-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN 

 
 Terima kasih, Yang Mulia. 
 

655. KETUA: ASWANTO  
 
 Itu kita bisa … kalau gitu kita bisa sahkan, ya? 
 

656. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239-06-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN 

 
 Oke. 
 

657. KETUA: ASWANTO  
 
 Bukti video sudah bisa di (…) 
 

658. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239-06-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN 

 
 Ada, Yang Mulia. 
 

659. KETUA: ASWANTO  
 
 Nanti tolong Petugas diambil! Tapi, kita belum bisa sahkan untuk 

itu karena kami harus verifikasi lebih awal. 
 

660. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239-06-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN 

 
 Terima kasih, Yang Mulia. 
 

661. KETUA: ASWANTO  
 
 Baik. Kita sahkan untuk P-1 sampai P-8. 
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Kemudian alat bukti untuk Partai Gerindra, DPRD Provinsi Dapil 
Kepulauan Riau IV, itu bukti yang dimasukkan adalah P-2.DPRD Prov-1 
sampai dengan Bukti P-2.DPRD Prov-14. Ada catatan (…) 

662.  
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 146-02-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAKA GANI PISSANI 

 
 Cukup, Yang Mulia. 
 

663. KETUA: ASWANTO  
 
 Enggak. Ini tanda-tanda belum cair, itu. Oke. Ada catatan untuk 

ini … satu, rekapitulasi TPS 59 desa … Kelurahan Sadai, Model C-1 DPRD 
provinsi dan surat laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu, 
Formulir D … eh … D … D Formulir Model ADM-2 laporan dugaan 
pelanggaran administrasi pemilu, ADM pemilu, dan laporan … oh, ini … 
oke. 

 Jadi, ternyata P-12 nya dobel, gitu, ya? Dobel P-12 nya. Nanti 
disinkronkan di bagian Kepaniteraan, ya? 

 Kemudian untuk DPRD kota, Dapil Kota Batam VI, bukti yang 
dimasukkan adalah P-2 DPRD kota/1-1 sampai dengan Bukti P-2 DPRD 
kota-62, ini sudah lengkap. Kita sahkan, kecuali yang masih perlu 
disinkronkan, kita tidak sahkan, ya. 

 
 

 
Kemudian, pemberitahuan tentang penundaan sidang. Untuk 

perkara ini kita tunda sidangnya sampai hari Rabu, tanggal 17 Juli tahun 
2019. Jadi, sidang berikutnya adalah hari Rabu, tanggal 17 Juli 2019, 
pukul 10.30 WIB. Acaranya adalah Mendengarkan Jawaban Termohon, 
Keterangan Bawaslu, Keterangan Pihak Terkait, dan Pengesahan Bukti 
Termohon, Bawaslu, dan Pihak Terkait. 

 Pemberitahuan ini berlaku sebagai panggilan resmi untuk 
menghadiri persidangan dan Mahkamah tidak akan memanggil lagi 
dengan undangan atau panggilan tertulis. 

 Kemudian, untuk Pihak Termohon, Bawaslu, dan Pihak Terkait. 
Perbaikan jawaban untuk Termohon, perbaikan untuk Pihak Terkait, dan 
keterangan Bawaslu, itu sudah harus diterima oleh Mahkamah pada hari 
Jumat, tanggal 12 Juli tahun 2011[Sic!], pukul 12.00 WIB. Jelas, ya? Ada 
lagi yang mau berkomentar? 
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664. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 223-07-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 167-04-10/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: BUDI RAHMAN  

 
Izin, Termohon, Yang Mulia. 
 

665. TERMOHON: HASYIM ASY’ARI 
  
Majelis? 
 

666. KETUA: ASWANTO  
 
 Baik, Prinsipalnya dulu. Ini nanti kalau prinsipalnya yang 

didahului, bahaya itu. Prinsipalnya ndak teken nanti. Silakan, Pak 
Hasyim! 

 
667. TERMOHON: HASYIM ASY’ARI 

 
 Terima kasih, Majelis. Ada satu hal yang ingin kami sampaikan 

untuk Kepulauan Riau. Ada satu Pemohon yang tidak hadir, ya, 
kemudian ada satu Pemohon yang diinformasikan tadi mencabut. 
Sekiranya berkenan untuk yang mencabut, kami mendapatkan surat atau 
kopi surat pencabutan perkara, untuk meringankan beban kami, Majelis. 
Karena semua Pemohon kan yang jawab Termohon. 

 
668. KETUA: ASWANTO  

 
 Baik. Untuk yang mencabut, itu nanti ... tadi sudah disampaikan 

secara lisan, ya. Tadi pukul ... dicabut itu pukul 16.00 WIB, ya. Dicabut 
pukul 16.00 WIB. Yang dicabut itu adalah Perkara Nomor 135-09-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Perindo, ada 2 dapil yang 
dipersoalkan, itu dicabut. Nanti kalau ada surat tertulisnya masuk apa ... 
surat resminya masuk untuk pencabutan, kami bisa memberikan kepada 
KPU. Kemudian, yang dinyatakan gugur itu Perkara Nomor 223-07-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Partai Berkarya. Cukup, Pak Hasyim, ya? 
Jelas, ya? Tadi kuasa hukum? 

 
669. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 223-07-

10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 167-04-10/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: BUDI RAHMAN  

  
 Baik, terima kasih, Yang Mulia. Terkait dengan Partai Golkar 

karena kebetulan dari kantor kami yang diberikan apa … kuasa oleh KPU 
RI, itu menyangkut 19 perkara registrasi, Yang Mulia. Itu dari total 
pengajuan APP yang ada 29, ada 63 dapil, 18 DPR RI, kemudian 14 



 

88 

provinsi, dan 44 kabupaten/kota. Kami mohon izin melalui Yang Mulia 
agar kami dapat memberikan ... diberikan atau mendapatkan daftar alat 
bukti, Yang Mulia. Soalnya kenapa? Karena kebijakannya tuh agak 
berbeda. Mohon izin, Yang Mulia. Jadi saya dengar dari kolega kita di 
Panel 3, ada yang boleh, tapi ketika di bawah hanya dapat melihat atau 
mencatat. Ya, kalau diizinkan mohon ditegaskan (...)  

 
670. KETUA: ASWANTO  

 
 Baik (...)  
 

671. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 223-07-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 167-04-10/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: BUDI RAHMAN  

 
 Supaya dapat perbaikannya.  
 

672. KETUA: ASWANTO  
 
  Jadi, daftar (...)  
 

673. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 223-07-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 167-04-10/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: BUDI RAHMAN  

 
 Semuanya, Yang Mulia.  
 

674. KETUA: ASWANTO  
 
 Jadi, daftar ... daftar alat bukti boleh Saudara ambil (...)  
 

675. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 223-07-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 167-04-10/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: BUDI RAHMAN  

 
 Baik, terima kasih.  
 

676. KETUA: ASWANTO  
 
 Tapi, buktinya enggak boleh dibawa (...)  
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677. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 223-07-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 167-04-10/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: BUDI RAHMAN 

 
 Oh, ya.  
 

678. KETUA: ASWANTO  
 
 Hanya inzage saja, ya? 
 

679. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 223-07-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 167-04-10/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: BUDI RAHMAN 

 
  Jelas (...) 
 

680. KETUA: ASWANTO  
 
 Tolong, Panitera nanti diserahkan, ya!  
 

681. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 223-07-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 167-04-10/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: BUDI RAHMAN 

 
 Jelas, Yang Mulia, terima kasih banyak. Sangat membantu kami 

untuk perbaikan jawaban kami, Yang Mulia.  
 

682. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239-06-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN 

 
Izin, Yang Mulia. 
 

683. KETUA: ASWANTO  
 
 Baik. Silakan! Apalagi? 
 

684. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239-06-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN 

 
 Izin, Yang Mulia, dari Garuda. Partai Garuda, Yang Mulia. 

Menyangkut dengan usulan dari rekan-rekan Pihak Termohon KPU RI, 
menyangkut dengan daftar bukti. Baiknya daftar bukti itu tunggu setelah 
ada perbaikan dari kami dulu, sesuai dengan catatan Yang Mulia tadi, 
sebelum dikasih ke ini ... khawatir kami, jangan sampai daftar bukti yang 
diambil pihak (...)  
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685. KETUA: ASWANTO  
 
 Sebentar! Sebentar! Gantian, gantian. Biar dia dulu bicara.  
 

686. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239-06-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN 

 
 Khawatir kami, Yang Mulia, kami khawatir jangan sampai daftar 

bukti yang diambil rekan-rekan Pihak Termohon KPUD, daftar bukti yang 
belum kami ubah, Yang Mulia. Untuk itu dikasih waktu ke kami, minimal 
besok kami lampirkan daftar bukti yang menurut catatan Yang Mulia 
tadi, tidak sesuai dengan daftar bukti yang kami masukkan tadi, Yang 
Mulia.  

 
687. KETUA: ASWANTO  

 
 Baik. Silakan, Prof! 
 

688. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Ya, ini dua-duanya berniat baik. Jadi mungkin mereka mau bikin 

apa ... Termohon kan mau bikin jawaban, sementara digunakan daftar 
bukti yang exist, nanti kalau ada perubahan dilihat lagi, ya. Nah, begitu 
caranya.  

 
689. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 223-07-

10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 167-04-10/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: BUDI RAHMAN 

 
 Mohon izin, Yang Mulia. Agar kami juga tidak buta dalam 

melangkah, setidaknya bukti ... daftar bukti yang ada bisa kita gunakan 
dulu.  

 
690. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 

 
 Ya, itu yang saya bilang tadi. Yang saya bilang itu tadi yang ada 

itu boleh diambil (...)  
 

691. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 223-07-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 167-04-10/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: BUDI RAHMAN 

 
 Baik ... baik, Yang Mulia. 
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692. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Ini Pak Hasyim sudah dibayar separuh atau belum ini? Ini agak 

susah kalau begini ini. Nanti kalau ada per ... kalau ada perbaikan dari 
Pemohon, perbaikan itu disampaikan lagi. Itu yang saya sampaikan tadi. 
Ya, Pak Hasyim, ya?  

 
693. TERMOHON: HASYIM ASY’ARI 

 
 Sudah teken kontrak, Majelis.  
 

694. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
  
 Teken kan belum tentu pembayaran kan, begitu? Terima kasih, 

Pak Ketua.  
 

695. KETUA: ASWANTO  
 
Sudah jelas, Pak, ya? Jadi, daftar alat bukti yang sudah ada 

sekarang, Saudara bisa minta nanti di bagian Kepaniteraan. Kemudian, 
Partai Garuda tadi ada perubahan daftar karena belum sinkron.  

 
696. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239-06-

10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN 
 
 Betul, Yang Mulia. Sesuai catatan (...)  
 

697. KETUA: ASWANTO  
 
 Besok dimasukkan. Besok juga bisa Saudara ambil setelah Partai 

Garuda menyerahkan.  
 

698. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239-06-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN 

 
  Insya Allah, Yang Mulia.  

  
699. KETUA: ASWANTO  

 
 Tapi, untuk hari ini, Saudara sudah bisa mengambil yang sudah 

ada, ya? 
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700. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105-10-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 167-04-10/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: DEDI SETYAWAN 

 
 PPP juga, Yang Mulia.   
 

701. KETUA: ASWANTO  
 
 PPP apa itu?  
 

702. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105-10-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 167-04-10/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: DEDI SETYAWAN 

 
 Ya, sama. Ada ... ada kekurangan tadi. 
 

703. KETUA: ASWANTO  
 
 Oh, ya, nanti. Pokoknya (...)  
 

704. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105-10-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 167-04-10/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: DEDI SETYAWAN 

 
 Koordinasi dengan Panitera, ya? 
 

705. KETUA: ASWANTO  
 
 Kita sudah sampaikan yang belum sinkron itu koordinasi dengan 

Panitera.  
 

706. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105-10-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 167-04-10/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: DEDI SETYAWAN 

 
 Siap. 
 

707. KETUA: ASWANTO  
 
 Ya.  
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708. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105-10-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 167-04-10/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: DEDI SETYAWAN 

 
 Sampai besok, Yang Mulia, ya? 
 

709. KETUA: ASWANTO  
 
 Ya.  
 

710. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 105-10-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN 167-04-10/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: DEDI SETYAWAN 

 
 Ya. Terima kasih, Yang Mulia.  
 

711. KETUA: ASWANTO  
 
 Oke. Sudah jelas semua, ya? Yang lain? 
 

712. TERMOHON: HASYIM ASY’ARI 
 
 Satu la ... satu lagi. Kalau saya tadi tidak salah dengar, ada 

Pemohon yang alat buktinya belum sinkron, sudah disahkan semua. Ada 
yang belum sinkron, yang disahkan yang sudah sinkron semua. Ini 
mohon penjelasan. Sependengaran saya, seperti Pemohon, Saudara dari 
Garuda tadi, ada 8 alat bukti yang sinkron adalah 1 sampai 4, 5 sampai 8 
belum. Tapi sependengaran saya tadi 1 sampai 8 disahkan semua.  

 
713. KETUA: ASWANTO  

 
 Enggak, untuk itu kita tidak sahkan yang tidak sinkron. Ada 

mungkin anunya ... apa namanya ... prolognya di depan enggak 
kedengaran tadi. 

 
714. TERMOHON: HASYIM ASY’ARI 

 
 Baik, terima kasih.  
 

715. KETUA: ASWANTO  
 
 Jadi yang kita sahkan yang terakhir itu kan Partai Garuda, ya? 1 

sampai ... buktinya tadi 1 sampai 8 ... 8, ya? 
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716. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239-06-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN 

 
 Izin, Yang Mulia. Boleh kami tambahkan? Terkait dengan sahnya 

dan tidaknya daftar bukti kami dari P-5 sampai P-8, mohon kepastian 
aja, Yang Mulia. Bahwa disahkannya itu pas agenda minggu … agenda 
jawaban dari rekan-rekan dari (…) 

 
717. KETUA: ASWANTO  

 
 Ya, jangan Saudara yang perintah Hakim. 
 

718. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239-06-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN 

 
 Bukan, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia. Maksud kami (…) 
 

719. KETUA: ASWANTO  
 
 Hakim itu hanya diperintah oleh Tuhan, sama dirinya sendiri.  
 

720. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239-06-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN 

 
 Terima kasih, Yang Mulia (…) 
 

721. KETUA: ASWANTO  
 
 Ndak ada yang bisa perintah Hakim.  
 

722. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239-06-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN 

 
 Maksud, kami biar ada kepastian (…) 
 

723. KETUA: ASWANTO  
 
 Pokoknya kalau sudah lengkap, Anda masukkan (…) 
 

724. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239-06-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN 

 
 Terima kasih, Yang Mulia. 
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725. KETUA: ASWANTO  
 
 Kita verifikasi, kita sahkan.  
 

726. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239-06-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN 

 
 Terima kasih, Yang Mulia. 
 

727. KETUA: ASWANTO  
 
 Sidang berikutnya juga kita bisa sahkan. 
 

728. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239-06-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN 

 
 Oke, terima kasih. 
 

729. KETUA: ASWANTO  
 
 Dan untuk perkara kita ini kan sidang berikutnya tadi sudah 

disampaikan tanggal 17 (…)  
 

730. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239-06-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN 

 
 Terima kasih. 
 

731. KETUA: ASWANTO  
 
 Untuk giliran Pemohon … eh, Termohon, Pihak Terkait, dan 

Bawaslu. 
 Kalau bukti Saudara sudah lengkap di situ kita sahkan, cuma tadi 

yang dipersoalkan Pak Hasyim untuk Garuda itu alat buktinya 1 … P-1 
sampai P-8, kita sudah sampaikan ada yang tidak sinkron, yang tidak 
sinkron itu adalah 5 … P-5 sampai P-8, sehingga kita sahkan P yang 
sinkron saja, yaitu P-1 sampai P-4. Tadi sudah disampaikan, Pak Hasyim, 
yang belum sinkron tidak kita sahkan atau kita sahkan P-1 sampai P-8 
yang sinkron saja. Yang belum sinkron, kita tidak sahkan. Ya, jelas, ya? 
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732. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239-06-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN 

 
 Satu saja terakhir, mohon maaf, Yang Mulia. Satu saja terakhir. 

Mohon diperjelas, Yang Mulia, yang tidak sinkron itu isi dari keterangan 
daftar buktinya dengan posita kami atau enggak (…) 

 
733. KETUA: ASWANTO  

 
 Yang tidak sinkron itu adalah Anda kan memasukkan daftar alat 

bukti … daftar alat bukti. Di daftar alat bukti misalnya P-5 alat bukti 
fisiknya ini, ternyata setelah kita cocokkan daftar dan fisiknya tidak 
sinkron. 

 
734. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239-06-

10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SALEH KABAKORAN 
 
 Terima kasih, Yang Mulia. Cukup. 
 

735. KETUA: ASWANTO  
 
 Fisiknya sudah ada, kita verifikasi, cuma tidak sinkron dengan 

daftarnya. Saudara tinggal memperbaiki daftarnya, ya. Jelas, ya? 
 Baik, dengan demikian sidang selesai dan ditutup. 
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